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MOTTO

“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, maka
itu adalah permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang menggembirakan dan
menyenangkan”

( DR. Aidh Al-Qarni )
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RINGKASAN

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional. Oleh karena itu, dilaksanakan pembangunan di segala
bidang baik secara fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dilakukan dengan
membangun bangunan seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah. Untuk
pembangunan itu diperlukan suatu bahan baku vang diperoleh dari kekayaan
sumber daya alam. PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan salah satu BUMN
vang dimiliki Indonesia. Perusahaan tersebut menyediakan bahan baku semen
yang dibutuhkan pembangunan fisik tersebut. Dalam memproduksi semen
diperlukan suatu kerjasama agar dapat meningkatkan produksi secara efektif dan
efesien. PT Semen Gresik (Persero) Tbk melaksanakan perjanjian kerja sama
dengan PT United Tractors Semen Gresik yang merupakan anak perusahaannya
dalam bidang jasa pemambangan dan angkutan batu kapur untuk persediaan
produksi bagi pabrik Tuban.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah
pelaksanaan proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT
United Tractors Semen Gresik, pelaksanaan perjanjian dan bagaimana upaya
penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

Tujuan penulisan skripsi ini merupakan bersifat akademis yaitu guna
memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember, dan tujuan yang berkaitan dengan obyek yang dikaji
dan dianalisis yaitu 1) proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan
angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk
dengan PT United Tractors Semen Gresik, 2) pelaksanaan perjanjian jasa
penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen
Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik, 3) upaya
penyelesaian jika terjadi perselisihan antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk

dengan PT United Tractors Semen Gresik.
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Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku
dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai suatu hal yang diteliti.
Sumber data penulisan menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur
dan lapangan. Analisis data digunakar{ metode deskriptif kualitatif yang
disimpulkan menggunakan metode dedukiif’

Kesimpulan yang diambil adalah 1) proses pembuatan perjanjian
dilaksanakan dengan secara tertulis dalam bentuk suatu surat perjanjian. Proses
pembuatan surat perjanjian meliputi beberapa tahap; 2) pelaksanaan perjanjian
telah dilakukan sesuai ketentuan dari 1si surat surat perjanjian. Perwujudannya
berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam waktu 11 bulan melalui dua tahap
pelaksanaan; 3) upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak
dapat diselesaikan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah 1) hendaknya
proses pembuatan perjanjian dibuat secara sederhana dan tertulis, sehingga pihak
vang ingin mengajukan permohonan dapat mudah mengetahuinya. Hendaknya
surat perjanjian dilegalisir kepada seorang notaris untuk mendapatkan kekuatan
pembuktian yang kuat, 2) hendaknya perusahaan induk meningkatkan lagi
pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan perjanjian agar tidak timbul suatu
hambatan yang dapat merugikan bagi para pihak; 3) hendaknya dipertahankan
upaya penyelesaian secara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
Masalah ini merupakan masalah intern induk perusahaan dengan anak perusahaan,

Apabila diketahui secara umum maka kredibilitas perusahaan akan turun.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

[ndonesia merupakan Negara yang terletak di garis katulistiwa dan memiliki
kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam tersebut adalah sumber
daya alam pertambangan vang dapat dipergunakan sebagai bahan baku dalam
perindustrian. Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang
sebagai negara yang berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi yang
mengakibatkan peningkatan perindustrian dan perdagangan.

Menurut Purwosutjipto (2003:1), peranan pengangkutan bagi perindustrian
dan perdagangan adalah sebagai berikut :

Peranan pengangkutan dalam dunia perindustrian dan perdagangan bersifat
mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat
berjalan. Barang- barang yang dibutuhkan dan yang dihasilkan oleh pabrik-
pabrik dapat sampai di tangan konsumen hanya dengan jalan pengangkutan.

Peningkatan sarana perhubungan dan transportasi yang memadai sangat
dibutuhkan guna memperlancar roda perdagangan barang, proses pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini ditujukan untuk

pemerataan hasil-hasil pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN Tap MPR No.
II/MPR/1993) Bab IV/ Ekonomi butir 5 huruf A bidang transportasi disebutkan :

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan
ckonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada
terwujudnya sistem transportasi yang handal kemampuan tinggi dan
diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efesien
dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan,
mend.lung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan
wilayah dan peningkatan hubungan internasional yang lebih memantapkan
perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
rangka perwujudan wawasan nusantara .
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Pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan beberapa pihak yang
bersepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan, yang berarti bahwa
secara yuridis penyelenggaraan ini berasal dari adanya suatu perjanjian. Menurut
pasal 1338 (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal
ini berarti suatu perjanjian yang disepakati bersifat mengikat seperti undang-
undang serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak dalam
perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dengan penerima. Dalam perjanjian
pengangkutan dapat dilihat dan dibuktikan adanya perjanjian adalah dengan
adanya bukti surat muatan atau bukti tanda terima.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah pciusahaan yang memproduksi
semen. Perusahaan tersebut berdin pada 25 Maret 1953. Kantor pusat PT Semen
Gresik (Persero) Tbk berkedudukan di jalan Veteran Gresik. Kantor perwakilan
berkedudukan di Graha Irama Lt. IX, JI. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
Pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana dari PT Semen Gresik (Persero) Thk
berkedudukan di desa Sumber Arum, kecamatan Kerek, Tuban.

Pembuatan semen diperlukan bahan baku. Salah satu bahan baku dari semen
adalah batu kapur. Mengingat keterbatasan bahan baku kapur yang diperoleh oleh
PT Semen Gresik (Persero) Tbk maka perusahaan tersebut melaksanakan
pembangunan pabrik di Tuban. PT Semen Gresik (Persero) Tbk melaksanakan
perjanjian jasa penambangan dan angkutan untuk mendapatkan bahan baku kapur
secara efektif dan efesien. Penambangan dilakukan dengan cara pengupasan,
pengeboran, peledakan, penggalian batu kapur melalui alat-alat berat. Kemudian
pengangkutan dilakukan dengan mengangkut hasil penambangan batu kapur dari
lahan tambang (Quarry) ke tempat proses produksi (pabrik).

PT United Tractors Semen Gresik merupakan anak usaha patungan
PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT United Tractors Seiiicn Gresik menyediakan
armada dan teknisi 69 unit ditujukan untuk pelaksanaan penambangan dan
pengangkutan batu kapur yang dibutuhkan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk
dalam kegiatan proses produksi semen‘. kasil penjualan PT United Tractors

Semen Gresik mencapai Rp. 82,543 juta selama tahun 2001 dan menghasilkan



laba bersih sebesar Rp.7.677 juta. Total asset sebesar Rp. 56.145 juta per 31
Desember 2001. PT United Tractors Semen Gresik telah memperoleh Sertifikat
ISO 9002 pada tanggal 11 Juni 1998 dari Quality Assurance Service Indonesia
sebagai penunjang pelaksanaan sistem manajemen mutu.

Perjanjian jasa penambangan dan pengangkutan antara PT Semen Gresik
(Persero) Tbk sebagai pihak pertama dengan PT United Tractors Semen Gresik
sgbagai pihak kedua telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Akibatnya.
perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pelaksanaan perjanjian jasa
penambangan dan pengangkutan selalu dihadapkan dengan suatu perselisithan.
Mengingat adanya perselisihan 1tu, maka perlu diupayakan cara penyelesaian.
Jalan penyelesaian perselisihan  tersebut dapat memuaskan para pihak.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat lebih lanjut
dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul penulisan
“PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA PENAMBANGAN DAN
ANGKUTAN BATU KAPUR OLEH PT UNITED TRACTORS SEMEN
GRESIK UNTUK PABRIK TUBAN CABANG PT SEMEN GRESIK
(PERSERO) Thk” .

1.2. Ruang Lingkup

Di dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup pembahasannya dalam
Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian dengan pokok permasalahan
mengenai proses pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian dan upaya
penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jasa penambangan dan
angkutan untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT

United Tractors Semen Gresik.



1.3. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas

dirumuskan sebagai berikut :

1.

LS ]

Bagaimana proses pembuatan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT
United Tractors Semen Gresik ?

Bagaimana pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu
kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan
PT United Tractors Semen Gresik ?

Bagaimana upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan
perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban
antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen
Gresik ?

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

[\

L)

Tujuan umum dar1 penulisan skripsi ini adalah :
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Jember.
Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan, praktisi hukum
dan almamater tercinta untuk nantinya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya.
Untuk kepentingan perkembangan bidang hukum perdata, hukum ekonomi

dan hukum bisnis.

1.4.2 Tujuan Khusus

a.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :
Untuk mengkaji dan menganalisis proses pembuatan perjanjian jasa
penambangan dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen
Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik
Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jasa penambangan
dan angkutan batu kapur untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik
(Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik .



¢. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan
dalam pelaksanaan perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur
untuk pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United

Tractors Semen Gresik

1.5. Metodologi

Penggunaan metodologi sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Oleh karena itu
penggunaan metodologi harus disesuaikan dengan objek studi. Dalam skripsi ni

digunakan metodologi sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis
normatif. Menurut Soekanto (1990:19), metode pendekatan masalah yuridis
normatif vaitu suatu pendekatan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku
dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu hal yang diteliti.
Guna mendapatkan jawaban permasalahan yang proporsional hasil analisa
pendekatan yuridis normatif perlu didukung oleh data-data empirik. Data empirik

diperoleh dari pengamatan dan penelitian dilapangan, yang dalam hal ini adalah
PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber

data primer dan sumber data sekunder.
1.5.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Soemitro (1988:11) merupakan sumber data
yang diperoleh secara langsung dari sumber asalnya yang pertama dan belum
diolah oleh orang lain. Sumber data primer diperoleh melalui membaca surat
perjanjian tentang perjanjian jasa penambangan dan angkutan batu kapur untuk
pabrik Tuban antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors
Semen Gresik.

1.5.2.2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder menurut Soemitro (1988:11) adalah sumber data

yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis,



memahami data primer. Sumber data sekunder yang digunakan adalah peraturan
perundang-undangan, pendapat para sarjana, dokumen, bahan pustaka yang terkait

dengan permasalahan.

1.5.3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah:
a. Studi literatur
Merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku atau
bahan pustaka yang ada hubungannva dengan permasalahan, pendapat para
ahli, dokumen yang mendukung penelitian serta menunjang data primer.
b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data secara spesifik dan realitas yang
terjadi dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh
data melalui wawancara. Menurut Soemitro (1988:57), wawancara adalah cara
untuk  memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada vyang
diwawancarai. Secara sederhana wawancara merupakan alat pengumpul data
dengan mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber
informasi. Dalam pengumpulan data dengan wawancara untuk memberikan
data dan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan
skripsi ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dari penjabat yang
ditunjuk oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk yaitu bapak M. Soffan Heri.
S.HM.Hum., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Hukum, Edi Purwanto,
B.E., yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perencanaan dan Pengawasan
Tambang dan Ibnu Prasetyo S.T., yang menjabat sebagai Staf Ka Dinas
Perencanaan dan Pengawasan Tambang PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

1.5.4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis, terarah, dan
dianalisis dengan metode analisis deskrintif kualitatif Menurut Ashshofa
(1996:20), deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu
permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka, melainkan atas dasar
peraturan perundang-unceneon yang berlaku dan menghubungkan data-data yang
ada. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu proses penarikan
kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

PT United Tractors Semen Gresik merupakan anak perusahaan dari PT
Semen Gresik (Persero) Tbk. Perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa
penambangan dan angkutan batu kapur ke Pabrik Tuban sebagai pabrik pelaksana
produksi dari PT Semen Gresik (Persero) Tbk. PT United Tractors Semen Gresik
berkedudukan di desa Sumber Arum, kecamatan Kerek, Tuban. Didirikan atas
dasar Akte Perseroan Terbatas nomor 185 tanggal 15 Oktober 1992. Kemudian
diubah atas dasar Akta Perubahan nomor 38 tanggal 4 Desember 1992 dengan
dihadanan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta dan pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor
C2-1221.HT.01.01.TH.1993, tanggal 1 Maret 1993. Didaftarkan dalam buku
register di kantor Pengadilan Negeri Gresik, masing-masing dibawah nomor
17/BH/PT/1993/PN.GS dan 16/BH/PT/1993/PN.GS.

Pada hari Senin, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima (17-
01-2005) PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan diwakili oleh Drs. Satriyo A K.
dan Cholil Hasan, SE.MBA ., yang menjabat sebagai Direktur PT Semen Gresik
(Persero) Tbk, membuat perjanjian kerja sama dengan PT United Tractors Semen
Gresik, dengan diwakili oleh Ir. Rizal Suwarno, yang menjabat sebagai Direktur
Utama PT United Tactors Semen Gresik. Perjanjian kerja sama ini diberi nama
Surat Perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United
Tractors Semen Gresik tentang Jasa Penambangan dan Angkutan Batu Kapur
untuk Pabrik Tuban dengan nomor 034/HK.06/4063/01.05.

Pelaksanaan kerja sama yang dilaksanakan oleh PT Semen Gresik (Persero)
Tbk dengan PT United Tractors Semen Gresik untuk melakukan jasa
penambangan dan angkutan batu kapur ini merupakan kerja sama yang saling
menguntungkan Tujuan dalam pelaksanaan kerja sama ini guna meningkatkan

produksi semen secara efektif dan efesien. Oleh “arena itu, perln meningkatkan




kelancaran arus angkutan alat berat dan penambangan batu kapur, terutama alat
berat dump truck dan traktor.

Surat perjanjian dengan No. 034/HK.06/4063/01.05 tentang Perjanjian Jasa
Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk pabrik Tuban ini telah disepakati
tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pihak
kedua wajib men;-’ediakan sarana penambangan dan angkutan berupa dump iruck
dan traktor serta mengantarkan batu kapur yang menjadi tanggung jawabnya
dengan aman dan selamat sampai tempat tujuan (hopper). Pihak pertama wajib
membayar bea angkutan atas pemenuhan prestasi dari PT United Tractors Semen
Gresik. Pemenuhan prestasi ini berupa penambangan dan angkutan batu kapur
sesuai dengan volume vang telah disepakati dan tercantum dalam perjanjian.
Perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam pemenuhan hak dan
kewajibannya tidak selamanya dapat berjalan lancar dan dimungkinkan adanya
suatu hambatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hambatan ini dapat
berupa keadaan memaksa (overmacht) maupun berupa wanprestasi, yang mana
hambatan ini dapat merugikan kedua belah pihak.

Pada hari Rabu, tanggal 24 April 2005 berdasarkan  Surat Jalan
N0.209/B7/04.05, pengiriman batu kapur yang ditujukan kepada pabrik Tuban
sebagai pabrik pelaksana proses produksi mengalami hambatan. Hambatan ini
berupa tidak terpenuhinva ketentuan jumlah volume batu kapur yang harus
dikirim tiap hari karena tercecernya bahan baku batu kapur di jalan.

Perjanjian ini juga memuat dengan jelas tentang ketentuan-ketentuan, sanksi
dari pelanggaran perjanjian dan cara penyelesaian perselisihan dengan melalw

musyawarah dan/atau di muka pengadilan.



2.2. Dasar Hukum

1.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a.

d.

Pasal 1243

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika
sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau
dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ™

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1338 ayat (1)

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang
a. Pasal 90

Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur
pada pihak satu dan pengangkut atau jurangan perahu pada pihak lain dan
surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah
pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah
harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal
kelambatannya, memuat juga :

. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun
merek - merek dan bilangannya;

Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;

Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;

Jumlah upahan pengangkutan;

Tanggal;

Tanda tangan si pengirim atau ekspeditur.

SR
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b. Pasal 467

St pengangkut adalah, dalam batas-batas sepantasan, bebas dalam
memilith alat pengangkutan yang akan dipakainya, kecuali apabila
sudah diadakan persetujuan tentang akan dipakainya suatu alat
pengangkutan tertentu.

c. Pasal 468

Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan
keselamatan barang vang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya
hingga saat diserahkannya barang tersebut. Si pengangkut diwajibkan
mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut
seluruhnya atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila
dibuktikannya bahwa tidak diserahkannya barang atau kerusakan tadi
disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah
maupun dihindarkaiaya, atau cacad danpada barang tersebut, atau oleh
kesalahan dan s1 yang mengirimkannya.

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 teatang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
a. Pasal 2 bagian (a)
“Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan
segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan
endapan — endapan alam™.
b. Pasal 3 ayat (1)
Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan -
a. Golongan bahan galian strategis;
b. Golongan bahan galian vital;
c¢. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.
Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan
a. Pasal | angka (2)
“Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke
tempat lain dengan menggunakan kendaraan”.
b. Pasal 34 ayat (2)
“Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan

kendaraan bermotor untuk barang .
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Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

a. Pasal 1 ayat (1)
Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah Badan
Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya

b. Pasal 82
“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam

maupun diluar Pengadilan™.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-
bahan Galian
Pasal 1 huruf (c)

Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dibagi

menjadi sembilan golongan, yaitu :

I. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk,
HNO; ). pospot - pospot, garam baty (halite);

2. Asbes, talk, mika, grafit magnesit:

3. Yarosit, leusit, tawas (u/um), oker:

4. Batu permata, batu setengah permata;

5. Pasir swarsa, kaolin, feldspar, perlit, tanah diatome, tanah sera
(fullers earth);

6. Marmer, batu tulis;

7. Batu kapur, dolomit, kalsit:

8. Gramit, andesit, basal, arkhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak
mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah berarti.

Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi No.
1211.LK/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaka
Pertambangan Umum

Pasal 1 huruf (b)

“Penambangan adalah kegiatan yang dilakukan baik séiai.. manual, mekanis

untuk mendapatkan bahan gahan™.
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 23 Tahun 2001 tentang ljin
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
a. Pasal 3 ayat (1)
“Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di Daerah
~ diwajibkan memiliki ijin usaha pertambangan

b.; Pasal 5 ayat (1)
“ljin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam

bentuk Surat [jin Pertambangan Daerah ™.

9. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Daerah Nomor
545.4/184/116/1994 tentang Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)
Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Batu Kapur

10. Surat Perjanjian No. 034/HK.06/4063/01.05 tentang Perjanjian Jasa
Penambangan dan Angkutan Batu Kapur untuk Pabrik Tuban Antara
PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT United Tractors Semen
Gresik

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian
Sebelum membahas masalah perjanjian pengangkutan, terlebih dahulu
penulis membahas tentang pengertian perjanjian itu sendiri. Terdapat bermacam-
macam pengertian perjanjian menurut beberapa pendapat para ahli yang
dinyatakan sebagai berikut :
a. Menurut Muhammad (1990:78), menyatakan bahwa :
“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan din untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan”
b. Menurut Subekti (1979:1), menyatakan bahwa :
“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan

suatu hal*
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¢. Menurut Prodjodikoro (1973:9), menyatakan bahwa :
Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan
antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjan)i untuk
melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain
berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu .

d. Menurut KUHPerdata Pasal 1313 yang berburiyi -
“Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih™.

e. Menurut Harahap (1998:6), menyatakan bahwa :
Perjanjian yaitu suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua
orang atau lebih yang memberikan kekuaian hak pada satu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikannya.

Para ahli memberikan pendapat mengenai definisi perjanjian yang telah
disebutkan diatas, maka perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau
harta benda antara dua orang atau lebih, dimana seorang berjanji kepada orang
lain untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan orang lain berhak untuk

menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu,
keberadaan suatu perjanjian dapat diakui oleh undang-undang (Legally Concluded
Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-
undang.
Adapun syarat sahnya suatu perjanjian yang telah disebutkan dalam pasal
1320 KUHPerdata bahwa :
Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
Maksudnya adalah kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut
haruslah bersepakat, setuju atas hal-hal yang diperjanjikan, rasa ikhlas atau
saling memberi dan menerima atau sukarela, tanpa ada paksaan (dwang),

kekeliruan (dwaling) dan penipuan (bedrog). Jika perjanjian tersebut terjadi
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karena paksaan, kekeliruan dan paksaan maka perjanjian yang dibuat menjadi
perjanjian yang cacat (defective agreement) dan dapat dimintakan pembatalan.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum
dan yang dapat melaksanakan hubungan hukum adalah para pihak sebagai
pendukung hak dan kewajibdﬁ vakni subyek hukum orang atau badan hukum.
Apabila yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang tersebut harus
cakap menurut hukum.Yang tidak cakap (onbekwaan) adalah orang-orang
vang ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdata yakni orang yang dibawah
umur, mereka yang dibawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal
yang ditetapkan undang-undang, dan semua orang-orang vang telah dilarang
oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Apabila
yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum
tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum antara lain sebagai
berikut :

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;

2. Mempunyai tujuan tertentu;

3. Mempunyai kepentingan sendiri;

4. Ada organisasi.

. Suatu hal tertentu.

Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur dalam perjanjian tersebut harus
telah ditentukan, jelas dan disepakati. Jadi tidak boleh samar-samar agar
perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan dan kepastian kepada pihak-
pthak dan mencegah timbulnya perjanjian fiktif. Obyek perjanjian yang
berupa barang, paling sedikit dapat ditentukan jenisnya dan harus benar-benar
mungkin dan dapat dilaksanal;an. -

Suatu sebab yang halal.

Isi suatu perjanjian harus memuat suatu kausa yang diperbolehkan
(geoorloofde oorzaak) atau suatu kausa tentang sebab yang halal. Suatu kausa

vang diperbolehkan selain berdasarkan undang-undang juga tidak boleh
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bertentangan dengan kesusilaan (morality) dan ketertiban umum (public
policy).
Menurut Muhammad (1990:84), untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian
maka perlu terlebih dahulu diketahui asas-asas yang berlaku dalam hukum
perjanjian, yaitu sebagai berikut :

a. Bersifat konsesualitas
Perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain perjanjian
itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata
sepakat antara para pihak-pihak, mengenai pokok perjanjian.

b. Sistem terbuka (open sistem)
Perjanjian itu dapat diadakan oleh setiap orang, walaupun belum atau
tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini juga dapat disebut asas
kebebasan berkontrak (freedom of making contract). Meskipun
berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal,
vaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan
kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Bersifat pelengkap (optional)
Hukum perjanjian bersifat pelengkap, artinya pasal-pasal undang-
undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat
perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri
yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang. Tetapi
apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan, maka
berlakulah undang-undang.

c. Bersifat obligator
Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pthak itu baru dalam taraf
menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik
(ownship). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan tersendiri
yang disebut perjanjian yang bersifat kebendaan.

Suatu perjanjian yang sudah dibuat ada kemungkinan tidak dapat
dilaksanakan karena :
a. Keadaan memaksa (overmacht)
Keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat.
diduga-duga terjadinya sehingga menghalangi seorang debitur untuk
melakukan prestasi sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat
dipersilahkan kepadanya.
Unsur-unsur overmacht
a.l. Tidak dapat diduga-duga sebelumnya;

a.2. Diluar kesalahan debitur;
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a.3. Menghalangi debitur untuk berprestasi:

a.4. Debitur belum lalai

Overmacht ada yang multak vyaitu apabila prestasi sama sekali tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun dan yang tidak mutlak adalah pelaksanaannya
masih dimungkinkan hanya memerlukan penggorbanan yang besar dari
debitur dan tidak seimbang

. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama
sekali, melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi,
maka dalam hal-hal yang demikian inilah yang disebut seorang melakukan
wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah:

b.1. Tidak melakukan prestasi sama sekali,

b.2. Melakukan prestasi yang keliru;

b.3. Terlambat melakukan prestasi.

wanprestasi atau cindera janji itu ada kala seorang debitur 1tu tidak dapat
membuktikan, bahwa tidak dapatnva ia melakukan prestasi adalah diluar
kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikannya

adanya overmacht jadi dalam hal imi debitur jelas bersalah.

2.3.2. Pengertian Pengangkutan

Secara etimologi pengangkutan berasal dari kata “angkut™ yang berarti

muat, dan bawa atau dikirimkan. Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan mengenai pengertian

pengangkutan tapi menyebutkan pengertian angkutan. Pengertian angkutan

tercantum pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa “Angkutan adalah

pemindahan orang dan/atau barang dari satu iupat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan™.

Menurut Muhammad (1998:20), definisi pengangkutan adalah Proses
kegiatan memuat barar: ' .au penumpang kedalam alat pengangkutan
membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan dan menurunkan
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barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempatnya yang
ditentukan.

Jika dilihat dari definisi pengangkutan tersebut, maka Muhammad

(1994:20) memberikan beberapa aspek pengangkutan yaitu :

a.

b.

Pelaku yaitu orang yang melakukan pengangkutan dapat berupa badan
usaha, seperti perusahaan pengangkutan;

Alat pengangkut dan ada pula vang berupa manusia pribadi, seperti
buruh pengangkutan di pelabuhan, vaitu alat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pengangkutan;

Barang atau penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan
vang diangkut acalah barang perdagangan yang sah menurut undang-
undang;

Perbuatan, vaitu perbuatan mengangkut barang atau penumpang sejak
pemuatan sampai dengan penurunan ditempat tujuan yang ditentukan
Fungsi pengangkutan yaitu meningkatan kegunaan nilai barang atau
penumpangnya:

Tujuan pengangkutan vaitu sampai atau tiba ditempat tujuan yang
ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas .

Pengertian pengangkut tidak disebutkan secara jelas dalam Kitab Undang-

undang Hukum Dagang. Pada pasal 521 KUHD hanya memberikan pengertian

tentang pengangkutan laut saja, bukan pengangkutan pada umumnya.

Bertolak dari pengertian pengangkutan di atas, Purwosutjipto (2003:2)

menyebutkan ada empat jenis pengangkutan yaitu :

a
b
C.
d

Pengangkutan darat;
Pengangkutan laut,
Pengangkutan udara;
Pengangkutan perairan darat.

Adapun jenis pengangkutan vang bermacam-macam maka penulisan im

ditekankan pada pengangkutan melalui darat. Pengangkutan darat 1tu sendin dapat

dilakukan dengan berbagai jenis alat angkutan, antara lain dengan kendaraan

bermontor diatas jalan raya, kereta api, pos, telepon maupun telegram.
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2.3.2.1 Penambangan

Secara etimologi kata penambangan berasal dan kata dasar “tambang”
vang berarti tempat menggali, lubang. Menurut Anwar (2001:134) dalam kamus
bahasa Indonesia, penambangan adalah proses menggali barang tambang karena
hal ini tidak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan
Pokok Pertambangan. Pengertian penambangan dijelaskan pada Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada
Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pasal 1 huruf (b), menyebutkan bahwa ™
Penambangan adalah kegiatan vang dilakukan baik secara manual, mekanis untuk

mendapatkan bahan galian™.

Sukandarrumidi (dalam Salim ,2005:41) memberikan pengertian bahan

galian, vaitu :

“Bahan yang dijumpai di dalam, baik berupa unsur kimia, mineral, bijih

ataupun segala macam batuan

Pengertian bahan galian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 2 bagian (a) ialah:

“Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan
termasuk batu-batu mulia yvang merupakan endapan-endapan alam™.
Menurut Saleng (2004:86), berdasarkan pengertian diatas  memberikan
empat kelompok jenis bahan galian :
a. Unsur-unsur kimia;
b. Mineral:
c. Biih-bijih;
d. Batu-batuan.
Penggolongan bahan galian secara hukum diatur dalam Undang-undang
No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pasal 3,
yaitu:
1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan :
a. Golongan bahan galian strategis;
b. Golongan bahan galian vital;

¢. Bahan gahan yang tidak termasuk dalam gr'ongan a dan b
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2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam suatu golongan tersebut pada ayat

(1) pasal in1 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pengertian setiap golongan bahan galian yang disebutkan di atas telah di
uraikan pada penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1967, yaitu :

a. Bahan galian stategis atau golongan a, artinya strategis bagi pertahanan /
keamanan negara atau bagi perekonomian negara;

b. Bahan galian vital atau golongan b, artinya bahan galian yang dapat
menjamin hajat hidup orang banyak;

¢. Bahan galian tidak strategis dan tidak vital atau golongan c, artinya bahan
galian vang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang

banyak, baik sifatnya, maupun karena kecil depositnya.

Menurut Salim (2005:44), penggolongan banan galian im didasarkan
kepada :

a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
b. Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genese);
c¢. Penggunaan bahan galian bagi industri;

d. Penggaruhnya terhadap kehidupan rakyat banvak;

e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan;

f. Penvebaran pembangunan di daerah.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang
penggolongan bahan galian ditentukan penjelasan golongan bahan galian :
a. Golongan bahan galian strategis.

a.1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas bumi;
a.2. Bitumen padat, aspal;
a.3. Antrasit, batubara, batu bara muda;
a.4. Nikel, kobal:;
a5. Timah. :
b. Golongan bahan galian vital
b.1. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
b.2. Bauksit, tembaga,timbal, seng;
b.3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;

b.4. Arsin, antimon, bismut;
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Yttrium, rtutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;

b.6. Berillium, korundum, zircon, kristal kwarsa;

b.7. Krioiii, fluorspar, barit;

b.8. Yedium, brom, klor, belerang.

¢. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b A

.1
e
c.3.
c.4.
c.3.
c.6.

7.
c.8.
c.9.

Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite) -

Asbes, talk, mika, grafit magnesit ;

Yarosit, leusit, tawas(alum),oker

Batu permata, batu setengah permata;

Batu kwarsa, kaolin, feldspar, gips, betonit;

Batu apung, tras, absicdian, perlit, tanah diatome. wnah serap (fullers
earth);

Marmer, batu tulis;

Batu kapur, dolomit, kalsit;

Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak
mengandung unsur mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang

berarti.

Menurut Saleng (2004:88) menjelaskan bahwa:

penggolongan diatas tidak bersifat permanen, berdasarkan pertimbangan
kepentingan pertahanan/keamanan atau kepentingan ekonomi yang
didukung oleh perkembangan ilmu dan teknologi pertambangan
penggolongan bahan galian dapat berubah.

Hasil penyehdikan yang dilakukan oleh Departemen Pertambangan dan

energl (50 Tahun Departemen Pertambangan dan Energi, 1995:228 ), menentukan

bahwa

kalsium oksida batu gamping (batu kapur) di Jawa pada umumnya tinggi
50% Cao. Batu kapur bersifat dolomit ditemukan terutama di sebelah utara
Jawa Timur dan pulau Madura. Batu kapur digunakan sebagai bahan
bangunan dan bahan baku industri, konsumen batu kapur tersebut adalah
industri semen .
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Usaha pertambangan bahan-bahan galian menurut Salim (2005:64) dapat

a.

Penyelidikan umum

Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi (komposisi,
struktur bumi) atau geofisika wilayah di daratan, perairan dan dari udara,
segala sesuatu, maksudnya untuk pembuat peta geologi umum atau untuk
menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Eksplorasi

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk
menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
Eksploitasi

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Pengolahan dan pemurnian

Pengolongan dan pemurnian adalah untuk mempertinggi mutu bahan
galian, memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada
bahan galian

Pengangkutan

Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan bahan galian dan
hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi
atau tempat pengolahan /pemurnian

Penjualan

Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil
pengolahan/pemurnian bahan galian .

Usaha pertambangan dapat dilaksanakan oleh:

Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota:
Perusahaan Negara;

Perusahaan Daerah;

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dengan Daerah;

Koperasi;

Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat;

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan
koperasi dan/atau badan /perseorangan swasta yang memenuhi syarat;
Pertambangan Rakyat.

Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau

perseroan untu.. ... laksanakan usaha pertambangan. Menurut Salim (2005:94),

berakhirnya kuasa pertambangan adalah:
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a. Karena dikembalikan

Kuasa pertambangan berakhir karena diserahkan kembali kuasa

pertambangannya secara tertulis disertai alasan-alasan yang cukup

kepada Menteri
b. Karena dibatalkan

Kuasa pertambangan dibatalkan karena beberapa faktor, yaitu :

b.1. Pemegang kuasa pertambangan tidak memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan;

b.2. Pemegang kuasa pertambangan ingkar menjalankan perintah dan
petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pihak yang berwajib
untuk kepentingan negara.

c. Karena habis vzaktu.

Kuasa pertambangan yang berakhir demi hukum adalah kuasa

pertambangan yang berakhir karena jangka waktu yang telah

ditentukan dalam kuasa pertambangan telah habis dan tidak
mengajukan perpanjangan atau peningkatan ketika masa berla' u kuasa
pertambangan.

Pemegang kuasa pertambangan harus selalu memenuhi kewajibannya
untuk membuat laporan kegiatan dan keuangan selama masa perizinannya masih
berlaku. Apabila pemegang kuasa pertambangan tidak melaksanakan
kewajibannya maka diberi peringatan tiga kali, jika peringatan tersebut tidak

diindahkan maka pemerintah akan melakukan pemutusan secara sepihak.

2.3.2.2 Perjanjian Pengangkutan
Pengertian perjanjian pengangkutan menurut Purwosutjipto (2003:2)
sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut
dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan dirt  untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang dari suatu tempat ke
tempat tujuan tertentu, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk
membayar uang angkutan .

Subekti (1995:221) mengemukakan bahwa :

Perjanjian pengangkutan 1alah suatu perjanjian dimana satu pihak
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari .2t
tempat kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan
membayar ongkosnya.



Selanjutnya definisi perjanjian pengangkutan menurut Adji dkk.(1991:6)
adalah sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik, pada mana
pihak pengangkut mengikat diri untuk menyelengarakan pengangkutan
barang dan/ atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya
berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk
pengangkutan tersebut (penginim - penerima, pengirim atau penerima;
penumpang).

Di samping itu Muhammad (1998:21) juga memberikan definisi perjanjian
pengangkutan sebagai berikut :

Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan dengan mana pengangkut

mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau

orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan
pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya
pengangkutan.

Para ahli memberikan definisi perjanjian pengangkutan vang telah
disebutkan diatas, maka pengertian perjanjian pengangkutan adalah suatu
perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dengan mana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang
dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
sedangkan pihak pengirim mengikatkan din untuk membayar biaya angkutan

vang telah disepakati.

Penjanpan pengangkutan vang dilakukan oleh kedua belah pihak
dituangkan kedalam bentuk surat yang disebut surat edaran atau surat angkutan
seperti yang tercantum dalam pasal 90 KUHD pada bagian ke 1T buku [.

Is1 surat angkutan sebagai berikut:

1. Nama dan berat atau ukuran barang yang diangkut, beserta merek-merek dan
jumlahnya;

2

Nama orang kepada siapa barang dikirimkan;

Nama dan tempat kediaman pengangkut atau nahkoda;
Jumlah biaya angkutan;

Tanggal,

Tanda tangan pengirim,

N o0 v oA W

Apa-apa yang selanjutnya masih diperjanjikan antara pihak-pihak.



Menurut Muhammad (1998:18), perjanjian pengangkutan mempunyai
asas dan ciri-ciri sebagai berikut

a. Konsensual.
Pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup
dengan kesepakatan pihak-pihak. Tetapi untuk menyatakan bahwa
perjanjian itu sudah terjadi atau ada harus dibuktikan atau didukung oleh
dokumen pengangkutan ;

b. Koordinatif
Pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan setara atau
sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain.
Walaupun perjanjian itu sudah terjadi atau ada harus dibuktikan atau
didukung oleh dokumen pengangkutan bukan bawahan penumpang atau
pengirim barang pengangkutan adalah perjanjian pemberi kuasa.

¢. Campuran
pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu
pemberian kuasa. penyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari
pengirim kepada pengangkut.

d. Retensi
pengangkutan tidak mempunyai hak retensi terhadap barang-barang
angkutannya, vaitu hak untuk menahan barang-barang angkutan. Bila
menolak untuk membayar uang angkutan penggunaan hak retensi
bertentangan dengan tujuan dan fungsi pengangkutan pengangkut hanva
mempunyai kewajiban menyimpan barang atas biaya pemiliknya.

¢. Pembuktian dengan dokumen
Pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada
dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan,
kecuali jika kebiasan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan
dengan angkutan kota tanpa karcis penumpang .

Menurut Purwosutjipto (2003:32) menjelaskan bahwa -

Apabila pengirim menyerahkan barang-barangnya kepada pengangkut
untuk diangkut maka pengirim mendapat tanda terima. Menurut pasal 504
KUHD menjelaskan dalam telah menerima barang-barang tertentu pula.
selanjutnya  menyerabkan barang-barang fersebyt kepada sescorang
tertentu, dengan disertai janji-janji untuk Peqyerahan baraqg-barang itu.

Dalam  perjanjian pengangkutan terdapat para pihak, menurut
Purwosujipto (2003:3) adalah :

Para pihak dalam pengangkutan itu antara lain pihak pengangkut dan
pihak pengirim. Pihak pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri
untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu
tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak
pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang
angkutan dan memberi muatan.
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Menurut Tjakranegara (1995:67), para pihak dalam Perjanjian
pengangkutan mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan :

a. Pihak pengangkut.
Kewajiban pihak pengangkut untuk mengangkut barang ataupun
orang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat

b. Pihak pengirim (pemakai jasa angkutan)
Berkewajiban menyerahkan ongkos yang disepakati . serta
menyerahkan barang yang dikirim pada alamat tujuan dengan jelas

¢. Kedudukan pihak penerima barang karena sesuatu perjanjian untuk
berbuat sesuatu bagi penerima barang apakah barang itu diterimanya
sebagai suatu hadiah (pasal 1317 KUHPerdata)

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak, yaitu pengirim
dan pengangkut sama tinggi atau kedudukan koordinasi (gecoordineerd). Dalam
perjanjian perburuhan, kedudukan para pthak tidak sama tinggi, yakni majikan
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada buruh. Kedudukan para pihak dalam
perjanjian perburuhan disebut kedudukan subordinasi (gesubordineerd), inilah

sifat perjanjian pengangkutan

2.3.2.3 Tanggung Jawab Pengangkutan

Pengirim berhak melakukan suatu tuntutan atas kerugian yang dideritanya
terhadap pihak pengangkut, apabila terjadi suatu resiko terhadap barang miliknya.
Pengangkut berhak untuk melepaskan diri dan tanggung jawab untuk memberikan
ganti kerugian terhadap pengirim jika pengangkut dapat membuktikan bahwa
resiko yang terjadi adalah di luar kesalahan atau kelalaian.

Tanggung jawab vang diberikan oleh pengangkut merupakan suatu
jaminan terhadap keselamatan barang milik pengirim. Pengirim dapat merasa
aman akan mengirimkan barang kirimannya dan yakin akan barang tersebut akan
sampal ke tempat penerimaan dengan selamat dan utuh.

Tanggung jawab dalam perjanjian pengangkutan lebih ditujukan kepada
pthak pengangkut atau penyelenggara jasa pengangkut. Pertanggung jawaban
pengangkut atau pengirim barang memakai pertanggung jawab berdasarkan
praduga dalam teori, artinya pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas
setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Dengan

kata lain, jika pengangkut dianggap tidak dapat melaksanakan prestasi tersebut,



sementara kesalahan terletak pada pihak pengangkut maka pengangkut dianggap
melakukan wanprestasi. Apabila pihak pengirim dapat membuktikan bahwa
perbuatan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya maka pihak
pengangkut atau pengirim barang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk
membayar kerugian. Pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa perbuatan yang
menyebabkan terjadinya kerugian atau yang lainnya adalah bukan karena
kesalahan atau faktor force majeure. Hal ini terjadi karena keadaan alam atau hal-
h.al vang diluar kekuasaan yang wajar dari para pihak yang bersangkutan dan
secara mendadak.

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang
mulai dar tempat pemuatan sampai tujuan dengan selamat. Apabila tidak selamat
maka menjadi tanggung jawab pengangkut dengan membayar ganti rugi. Menurut
Purwosutjipto (2003:34), penyelengaraan pengangkutan tidak selamat disebabkan
karena dua hal yaitu barang sampai tempat tujuan tidak ada, ada tetapi rusak
sebagian atau seluruhnyva, kecuali kalau kerugian itu timbul dart 4 macam sebab
sebagai berikut :

Keadaan memaksa (overmacht atau force majeure),

Cacat pada barang itu sendiri;

Kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspeditur (pasal 91
KUHD);

4. Keterlambatan datangnya barang sampai tujuan, karena keadaan
memaksa (pasal 92 KUHD), dalam ini barang tidak rusak atau musnah.

e P

Pada bunyi pasal 468 KUHD menyebutkan persetujuan pengangkutan
mewajibkan sistem pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang
akan diangkutnya, mulai saat diterimanya benda saat diterimakannya benda
diserahkannya barang tersebut. Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan
tanggung jawab pengangkutan adalah dimulai setelah barang diterima oleh
perusahaan jasa pengangkutan untuk diserahkan sesuai dengan waktu yang
disepakati serta penginm telah menyepakati untuk memberikan kewenangan
terhadap barang tersebut untuk dikinm dengan melalui suatu perjanjian

penganglutan.
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Luas tanggung jawab pengangkut adalah pengangkut wajib memberi ganti
rugi atas biaya dan rugi bunga yang layak harus diterima, bila 1a tidak dapat
menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang-barang
angkutan (pasal 1236 KUHPerdata). Biaya kerugian bunga itu terdiri atas
kerugian yang telah dideritanya dan laba yang sedianya akan diterimanya (pasal
1246K UHPerdata).

Menurut Purwosutjipto (2003:38), luas tanggung jawab 1ni
dibatasi dengan ketentuan pasal 1247 dan pasal 1248 KUHD, yaitu

a. Kerugian tersebut ialah kerugian yang dapat diperkirakan secara layak

pada saat timbulnya perikatan;

b. Kerugian itu harus merupakan akibat yang langsung dari tidak

terlaksananya perikatan dari perjanjian pengangkutan .

Perusahaan jasa pengangkutan bertanggung jawab terhadap barang
angkutannya sejak diterimanya barang sampai diserahkan pada penerima barang.
Apabila terjadi suatu kerugian terhadap barang angkutan maka perusahaan jasa
pengangkutan bertanggung jawab mengganti kerugian hanya untuk kerugian
tersebut dapat diperkirakan secara layak dan merupakan akibat langsung dari tidak

terlaksanakannya perjanjian pengangkutan.

2.3.2.4 Akibat Hukum Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian

Pengangkutan

Dalam setiap perjanjian yang dibuat selalu akan menimbulkan akibat
hukum bagi para pihak vyang menyepakati perjanjian kerja tersebut.
Perwujudannya berupa hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dar
masing-masing pihak. Pelaksanaannya disertai dengan jaminan bahwa hubungan
tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang akan menimbulkan
hubungan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah
pihak atau karena bencana alam yang cukup dan baru dapat dilaksanakan dengan

itikad baik. Maksud pasal 1338 ayat (1) KUHPerdat» adalah sebagai berikut:

]
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a. Perjanjian berlaku sebagai !m&ﬂmﬁg\"ﬁﬁhﬁ&{% membuat
perjanjian, hal ini berarti bahwa kedua belah pihamgéﬁaﬁletentuan-
ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu sama dengan menaati ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jika terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang melanggar perjanjian
tersebut dianggap :sebagai pelanggar undang-undang, yang mempunyai akibat
hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa yang melanggar
perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam
undang-undang;

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Perjanjian yaug telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak perjanjian
tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Apabila
ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus mendapatkan persetujuan
dari pihak lain. Apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-
undang perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak:

¢. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik
Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dimaksud itikad baik yakni
pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma
kepatutan dan kesusilaan, kebiasaan, undang-undang.

Soedjono (1987:4) menyampaikan tentang akibat hukum dalam hal
terjadinya perjanjian pengangkutan sebagai berikut:

Perjanjian pengangkutan berakibat bahwa perjanjian pengangkutan
tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian
tersebut sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak, pihak pengangkut
telah menyetujui akan menyelenggarakan pengangkutan barang dan satu
tempat ketempat tujuan tertentu dengan aman dan selamat serta mengganti
kerugiannya vang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang baik
seluruhnya atau sebagian, sedangkan pengirim menyetujui membayar upah
angkutan. Hal ini merupakan hak dan kewajiban dari para pihak yang telah
disebutkan dalam isi perjanjian. Apabila pengangkut tidak memenuhi apa
vang menjadi isi perjanjian pengangkutan, maka pihak-pihak tersebut
dapat menuntut ganti rugi .

Pihak pengirim dapat menuntut ganti kerugian apabila dapat dibuktikan
dengan bukti-bukti yang kuat dan sah bahwa kerugian itu memang disebabkan
karena kesalahan pihak pengangkut yang tidak melaksanakan hak dan

kewajibannya.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai

berikut :

1.

S

Proses pembuatan perjanjian penambangan batu kapur untuk pabrik Tuban
antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United Tractos Semen Gresik
dilaksanakan secara tertulis dalam bentuk suatu surat perjanjian. Proses
pembuatan surat perjanjian ini meliputi beberapa tahap vaitu :

a. Penulisan naskah awal;

b. Perbaikan naskah;

¢. Penulisan naskah akhir;

d. Penandatanganan.

Pelaksanaan perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dan PT United
Tractors Semen Gresik telah dilakukan sesuai dengan surat perjanjian.
Perwujudannya berupa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam jangka waktu
11 (sebelas) bulan melalui dua tahap pelaksanaan, vaitu :

a. Tahapan Penambangan

b. Tahapan Pengangkutan

Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak dapat
diselesaikan dengan cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat .
Upaya penyelesaian ini diusahakan tidak sampai ke Pengadilan Negeri. Hasil
Penyelesaian ini bertujuan untuk dapat memuaskan dan tidak merugikan para
pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat

berikan saran kepada PT Semen Gresik (Persero) Tbk adalah:

1. Hendaknya proses pembuatan perjanjian dibuat secara sederhana guna
mempermudah pengetahuan bagi pihak yang ingin mengajukan

permohonan. Hendaknya surat perjanjian dilegalisasi di depan notaris
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untuk mendapatkan kekuatan pembuktian apabila terjadi suatu gugatan
dikemudian har.

Hendaknya perusahaan induk meningkatkan lagi pengawasan pelaksanaan
perjanjian agar tidak dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak.
Hendaknya perlu dipertahankan upaya penyelesaian perselisihan dengan
cara damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Masalah ini
merupakan masalah intern. Apabila sampai diajukan ke Pengadilan Negeri

dan diketahui secara umum maka kredibilitas perusahaan akan turun.
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Hnor

CPenelitiun

mp.
1l
h Dekan Fakultas Fukum
Universitas Jember
JLKalimantan 37
Jember 0331-330482
2005 perihal Penelitian,

Dengan Hormat,
Menunjuk surat savdara nomor: 696 7 J25.1.1 /' PP Y
dengan i kami beritahukan bahwa P1. Semen Gresik (Persero) Tbk, dapat
menerima mahasiswa saudara Jurusan ot Hukaon
Kesty Dinnar Rizkha Irfuni Nim: 010710101047
Untale melakukan Penelitian di PT Semen Gresik (Persero) Tok. di Tuban dengan

N owmoa
hetentuan:
Setap mahasiswa yang melakukan Penelitian harus diikutsertakan asuransi

I
kecelakaaan oleh Fakultas/ institusi ybs. ( menyertakan bukti Asuranst )
2. Penclitian dilaksanakan selama 1 (satu) minggu, mulai tanggal 25 sd. 29 April

2005. Mahasiswa termaksud diharap kehadirannya di (Gedung DIKLAT PT

Semen Gresik (Persero) Tbk Jalan Veteran, Gresik, pada tanggal 25 April
2005 pukul 08.00 wib membawa pas foto ukuran 3x3 sebanyak 2( dua)
lembar dun Foro copy KTP 2(dua) Lembar. ;

3. Selama melakukan Penelitian, mahasiswa / mahasiswi diharap mengenakan

Jas_almamater, fasilitas lain dalam  hal pondokan  dan lain-lain tidak

<o CGmresik, 15 April 2005

disediakan oieh Perusahaan.
Demibian atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.
An. Direksi

vabag Pendidikan dan Pelatihan,

MEN GRyg),
Drs.Psi.Gaguk Yudiarinto.
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Graha frania, Lancai X1, Jl. HR Kasuna Said, Kuningan, jakarta 12950, Telp. (021) 52611745, Fax. (021) 5261176 oo memis:

Tuban : Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban 62356, Telp. (0356) 3250013, Fox. (0356) 322380
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SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Thk.
DENGAN
FTUNITED TRACTORS SEMEN GRESIK
TENTANG
JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BATU KAPUR
UNTUK PABRIK TUBAN

SP No © 034 /11K 06/4063/01.05
O.P Na ¢ 5000160-02-10202

Pada hari ini, Senin tanggal wjuh belas bulan Januari tahun dua ribu lima ( 17-01-
2005, masing-masing yang tersebut dibawah im :

I Satriyo Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk.,
bertempat kedudukan di Gedung Utama Semen Gresik
Lantai 9, Jalan Veteran, Gresik,
Cholil Hasan Direktur PT Semen Gresik (Persero) Tbk., bertempat
kedudukan di Gedung Utama Semen Gresik Lantai 9, Jalan
Veteran, Gresik,

dalam hal i bersama-sami: bertindak uniuk dan atas nama
T Semen Gresik (Persero) Tbk dan untuk selanjutnya
Jisebut PIHAK KESATLU,

2 Rizal Suwarng Divektur  Lhama PT United Tractor Semen Gresik,
bertempat Kedudukan di Desa Sumber Arum, Kec. Kerek,
Fuban, dalam hal ou berundak untuk dan atas nama PT
U'mited Tractor Semen Gresik, selanjutnva disebut PIHAK
NEDUA.

Bersama-sama telah sepakar untuk mengikatkan diri secara hukum dalam suatu
perjanjian dengan keteatuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal
bertkut i

Pasal |
LINGKUP PEKERJAAN

(1} PIHAK KESATU setuju menyerahkan pekerjaan jasa penambangan kepada PIHAK
KEDUA schagaimana PIHAK KEDUA setuju meneiima penyerahan pekerjaan
Jusa Penambangan dan PIHAK KESATU yaitu berupa menggali/menambang dan
mengangkut batu kapur untuk kebutuhan pabrik PIHAK KESATU di ‘Tuban sesuai

‘Q ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU. t /.

_ - Hals 1 _d:ari BAES
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(2) a. Penambangan batu kapur sebaguimana tersebut  dalam ayat (1) pasal i
dilaksanakan oleh PIMAK KEDUA di dacrah quary batu kapur milik PIHAK
KESATU di Tuban dan diangkut ke hopper limestone crusher atau ke tempat
penimbunan yang telah ditentukan oleh PHIAK KESATU

b Apabila dalam penyerahan batu Kapur ke hopper hmestone crusher terdapat
boulder yang berdiameter lebih dari 80 cm dan menycebabkan kebuntuan atau
kemacetan pada mesin crusher. maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
menguras hopper. Atas kejadian ini PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi
sebesar Rp 50.000 / jam (limapuluh ribu rupiah per jam) per-perbaikan normal
selama waktu perbaikan mesin crusher, yang akan dipotongkan langsung pada
tagihan jasa penambangan dan angkutan batu kapur.

(2) Dalam penambangan batu kapur PIHAK KEDUA tidak boleh melampaui batas-
batas area penambangan batu kapur yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU sesuai
Peta Rencana Penambangan tahun 2005 terlampir yang merupakan kesatuan yang
tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. 1)

Pasal 2

JANGKA WAKTU

c1) Jangha waktu Perjanjian ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai
tunggal satu bulan Pebruart tahun dua nbu lima (01-02-2005) sampai dengan
tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu lima (31-12-2005)

(2) Jangka waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang atas persetujuan
kedua belah pihak dan akan diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak
kepada pihak lainya sckurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum Surat Perjanjian i
berakhir.

Pasal 3
PERSYARATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) a. Dalam melaksanakan pekerjoan im PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan
alat berat dari jenis, kapasitas dan jumlah sesuai pada lampiran Surat Perjanjian
int (LAMPIRAN 1) dan diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin

pencapaian jumlah produksi seperti disebutkan dalam pasal 5 Surat Perjanjian

imn 3

b. Alat berat tersebut dalam ayat (1) huruf a. pasal ini, baik milik sendiri maupun

milik pihak ketiga yang dipaka/disewa oleh PIHAK KEDUA harus memenuhi
persyaratan alat berat dan alat transportasi untuk penambangan serta dilengkapi
operator, perlengkapan keselamatan kerja, dokumen kepemilikan/surat ijin yang
masth berlaku, bahan bakar dan sarana / prasarana pemeliharaan perbaikan agar
{)  peralatan senantiasa dalam keadaan siap dioperasikan

o §4-

Hal : 2 dari-8
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(2) Lokasi (Front) penambangan batu kapur di quarry Tuban ditentukan / direncanakan
oleh PIMAK KESATU.
Apabila - dalam - penunjukan /7 pemindaban lokasi (Front) tersebut - diperlukan
pembukaan atau pemadatan jalan cabang baru, maka pekerjoan ini menjadi
tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dan menanggung biaya atas pembuatan dan
perawatan jalan quarry yang telah ditetapkan pada saat kontrak ini ditandatangani
serta melengkapinya dengan rambu-ramby lalu lintas yang diperlukan.

(4) Apabila karena suatu dan lain hal terjadi pemindahan dan atau penambahan quairy,
maka biaya pembuatan jalan akan dibicarakan lebih lanjut.

(5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan rencana pencegahan timbulnya
dampak terhadap lingkungan seperti yang tercantum pada dokumen

a Analisa Mengenai Dampak  Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) penambangan
batu kapur dan tanah liat PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Tuban,
Propinsi Jawa Timur dalam rangka pengembangan pabrik semen Tuban 11 & 111

b Surat ljin Penambangan Daerah (SIPD) Batu Kapur No. 545.4/184/1 16/1994,
tanggal 14 Mei 1994

¢ Perencanaan penambangan yang dibuat oleh PIHAK KESATU

serta mengacu pada lampiran Surat Perjanjian ini (LAMPIRAN. 111)

(6) Kegiatan  yang  berpotensi  menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang
diakibatkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA diluar vang tercantum pada ayat (5)
pasal i, pengelolannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai
peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB KECELAKAAN

Segala resiko, kerugian dan tanggung jawab atas Keamanan, Keselamatan dan
Keschatan Kerja  yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan, baik yang menimpa dan
melibatkan personil maupun peralatan di kedua belah pihak yang disebabkan oleh
kesalahan / kelalaian PIHAK KEDUA seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

Pagal 5
VOLUME PENAMBANGAN

(1)@ Yang  dimaksud dengan volume penambangan dalam pasal ini adalah jumlah
batu kapur yang dipakai oleh PIHAK KESATU untuk memproduksi terak Pabrik

"

Hal : 3 duri 8
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Tuban 1. Tuban 1 dan Tuban 111 yamg jumlahiny: ditetapkan sctap tahun oleh
PINAK KESATU

b Volume dan jadwal penambangan  dan angkutan  yang  dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebesar 8.000.000 (delapan juta) ton baty
Kapur dengan kadar air maksimum 13 % (tiga belas persen) : }

¢ Apabila penambangan baty Kapur  dengan kadar air melebihi sepert yang
dnentukan  dalam ayat (1) huruf b pasal ini yang dinyatakan oleh PIHAK
KESATU. maka PIHAK KEDUA akan dikenakan -

- P

orongan mutu per ton sebesar

(Kadar air aktual) - 13
------------------------------ X' Biaya pekerjaan / ton

d. Toleransi volume Penarabangan seperti tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini

disepakati minus 5 % (lima persen).

) Ketentuan volume dan Jadwal penambangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat
disesuaikan dengan  kondisi peralatan  pengolahan baty Kapur atas permintaan
PINAK KESATU dan disetujui pelaksanaannya oleh PIHAK KEDUA. Setiap
perubahan jadwal maupun volume penambangan akan diberitahukan secara tertulis
terlebih  dabulu oleh  PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

PIHAK KEDUA menjamin kelancaran pasokan batu kapur untuk mendukung
persediaan minimum  bary Kapur di storuge PIHAK KESATU yaitu sekurang-
Kurangnya 45.000 (empat puluh lima ribu) ton untuk setiap pabrik, atau 135.000

(seratus tiga puluh lima ribu) ton untuk 3 (tiga) pabrik yaitu Pabrik Tuban I, Tuban
I dan Tuban I11.

Pasal 6
CARA PENGHITUNGAN PRODUKSI

Penghitungan hasil produksi baty kapur ditetapkan berdasarkan suatu rumusan yaitu
banyaknya hasil produksi terak (clinker) dikalikan suatu indek batu kapur dengan
memperhitungksn- stock opname hasil produksi terak, ditambah dengan volume
batu kapur yang diminta PIHAK KESATU untuk Keperluan di luar produksi.

1. Indek  batu kapur adalah suaty angka yang menunjukkan banyaknya baty
“pur dalam kondisi berkadar air maksimum 3%, (tigabelas persen) saat
diterima (as received) yang diperlukan untuk menghasilkan | (satu) ton terak.

$A-

Hal : 4 duri 8
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b, Penghitungan hasit produksi terak menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU
dan hasiinya akan ditwangkan dadam Berita Acara Pemakaian batu kapur yang
diandatangani oleh kedua pihak

¢ Reltlangan (losses) batw Rapur dalam proses belum diperbitungkan dan akan
sclalu dimonnor bersama-sama oleh kedua belal pihak yang hastlnya sebuga
dasar untuk menentukan besarnya kehilangan batu kapur selama proses.

Kedua belah pihak akan mengadakan stock opname untuk menetapkan jumlah
produksi teruk pada setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) atau sclambat-lambatnya
pada hari terakhir pada bulan yang bersangkutan dan hasilnya akan dituangkan
dalam Berita Acara Stock Opname yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Hasil stock apname seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini dan hasil penghitungan
sesual ayat (1) pasal im dituangkan dalam stock taking dan receiving report (STR
Report). STR Report ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk serta mewakili
masing-masing pihak, serta selanjutnya merupakan kelengkapan penagihan /
pembayaran.

Apabila PIHAK KESATU dalam proses produksinya terpaksa menggunakan batu
kapur yang dipasok pihak lain dan diluar scope PIHAK KEDUA, maka hal ini akan
diperhitungkan dengan volume batu kapur yang harus dibayar kepada PIHAK
KEDUA

Pasal 7
KLAIM VOLUME

Apabila volume batu kapur sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dan
ayat (1) huruf d tidak tercapai karena penyebab yang ditimbulkan oleh PIHAK
KEDUA, maka PIHAK KESATU berhak mengajukan klaim kepada PIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat bahwa untuk penetapan jumlah volume batu kapur yang
dimaksud pada ayat (1) pasal ini menggunakan ayat (2) pasal 5 perjanjian ini
setelah dilakukan penjumlahan selama jangka waktu perjanjian.

Apabila produks: terak yang dihasilkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan jumlah
volume batu kapur sebagaimana diatur di dalam ayat (2) pasal ini dan setelah
dikalikan indek sebagaimana diatur didalam pasal 6 ayat (2) huruf a perjanjian ini
tidak tercapai karena penyebab yang ditimbulkan oleh PIHAK KESATU, maka
PIHAK KEDUA berhak mengajukan klaim kepada PIHAK KESATU yang
didukung dengan data yane disahkan oleh PIHAK KESATU.

Kedua belah pihuk sepakat bahwa cara penghitungan klaim pada ayat (1) dan ayat

(2) pasal ini menggunakan sistem perkalian indek sebagaimana diatur di dalam
pasal € perianjian ini. y, /_

Hal : Sdari 8
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) Harga Klaim yang digukan oleh PIHAK KESATU kepuda PHIAK KEDUA dan
atain PIHAK KEDUA kepada PIHAK. KESATU setinggi-tingginya sama dengan
HPP (harga pokok produksi).

Pasal 8
BIAYA PEKERJAAN

Biaya  pekegaan seperti tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah
Rp/10.330,- (sepuluhribu tigaratus tigapuluh rupiah) per ton batu kapur
! /

—

Harga tersebut dimas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %.

Pasal 9
CARA PEMBAYARAN

Tagihan atas hasil produksi digjukan ofch PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATU  dilaksanakan scbanyak 2 (dua) tahap pada setiap bulan dengan
menyerabkan surat tagihan / fakwr yang dilengkapi dengan bukti yendukung yang
sub dan surat perhitungan laporan produksi yang telah dikoreksi oleh PIHAK
KESATU dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perencanaan Proses dan
Evaluasi Tuban.

(2) Tagihan atas hasil produksi diajukan sebagai berikut :

a. Tagihan tahap I : untuk jasa penambangan tanggal 1 s.d. 15
b. Tagihan tahap 1l : untuk jasa penambangan tanggal 16 s.d akhi bulan

Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 8 Surat

Perjanjian oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan sebagai

berikut

. Pembayaran tahap I dilakukan pada minggu ke-3 bulan yang bersangkutan.

b, Pembayaran tahap 11 dilakukan pada minggu ke-1 bulan berikutnya berdasarkan
perhitungan laporan produksi setelah koreksi dan diperhitungkan dengan hasil
pembayaran tahap 1

Pasal 10
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Kegiatan pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 1 Surat Perjanjian ini,

disesuatkan dengan kebutuhan PIHAK KESATU ying disetujui PIHAK KEDUA
yaitu antara pukul 07.00 WIB. sampai dengan pukul 23.00 WIB. setiap hari kerja
terkecuali ada kesepakatan lain.

-

(2) Pekerjaan dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini harus dilaksanakan menurut

\

petunjuk dan ketentuan PIHAK KESATU yang dalam hal ini menetapkan Kepala
Departemen Produksi 1 dan atau Kepala Dinas Perencancan & Pengawasan

- ‘A

.- Hal : 6 duri 8
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Tambang scbagai pejabat-pejubat yang mewakili dan bertinduk sebagal pengawas
pekerjaan

fasal
FORCE MAJEURL

(1) Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan Surat
Perjanjian i, akibat adanya force majeure, maka kedua belah pthak akan
merundingkan masalah  tersebut di atas  termasuk langkah-langkah yang perlu
dikerjakan atau ditempuh
Yang dimaksud force majeure dalam ayat (1) pasal ini adalah termasuk tetapi tidak
terbatas pada :

4. Bencana alam : banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, badai dan huru-
hara yang terjadi di lokasi pengambilan dan penyerahan yang berakibat
langsung dan merupakan gangguan terhadap kelancaran pekerjaan.

b. Adanya kebijaksanaan perundang-undangan dan peraturan Pemerintah Pusat
maupun  Dacrah  di bidang  moneter yang menyebabkan  tidak  dapat
dilaksanakannya pasal-pasal dan Surat Perjanjian ini

(2) Apabila terjadi keadaan atau hal-hal sebagaimanz dimaksud dalam ayat (1) buruf a
dan huruf b pasal ini maka PIHAK KEDUA diwajibkan melaporkan secara tertulis
kepada PIHAK KESATU dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak
timbulnya force majeure dan PIHAK KESATU diwajibkan memberi jawaban
tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak
diterimanya laporan dari PTHAK KEDUA.,

(3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan sebagaimana disyaratkan dalam ayat
(2) pusal ini, maka PIHAK KESATU menganggap bahwa tidak pernah timbul force
majeure dan demikian pula apabila PIHAK KESATU tidak memberi jawaban
scbagaimana  disyaratkan  dalam  ayat (2) pasal ini, maka PIHAK KEDUA
menganggap bahwa PIHAK KESATU dapat menyetujui laporan PIHAK KEDUA

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul schubungan dengan adanya Surat Perjanjian

mi, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah, namun demikian apabila

dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan

kesepakatan, maka penyelesaiannya diteruskan ke Pengadilan Negeri. Untuk ini kedua
als dial: mpnmhih I, - P : :

belah pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Tuban. (,/

Hal: TS
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Pasal 13
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur sehubungan dengan Surat Perjanjian
ini. aban dibicarakan kemudian secara musyawarah dan mulakat oleh kedua belah
pihak . lalu dituvangkan dalam suatu addendum

(2) Surat Perjanjian ini aslinya dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermeteral

cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-
masing pihak )

Surat Perjanjian ini ditandatangani di Gresik, pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan
Januari tahun dua ribu lima (17-01-2005).

PHTAK KESATU PIHAK KEDUA

& 1/

o I-/“"; i %EMEN GR
e o A i

(PEASERD)

PT. United Tractors Samen Grasin

S - Grdblk .
Satriyo 2 holil Hasan ((} Rizal Suwarno

Hal : 8 duri 8
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‘ LAMPINAY 17

Tanggal 17-01-2
KESEPAKATAN PENGGUNAAN ALAT TAMBANG PT. UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK DAN
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO)Tbk. TAHUN 2005

ALAT MUAT JUMLAH BLOK
ALAT ANGKUT (UNIT KETER
g (RASIO) ( ) TAMBANG 3 il
Oy N T T Sl ORI R AR T T T N R D
TANAH LIAT 6 30 2 per shift
ALAT PENUNJANG JUMLAH UNIT KETERANGAN Penjelasan :
Ripoerbiones . SR TG B T mmlﬁim&_mfln -——||7) Rasio alat muat adalah angka produktivitas
Dozer . L X W _|pershift |l aslat dengan ketentuan sebagai berikut :
(Grader 3 per shift M. MUUONmO. PCES0 ... i =2
T R R e S has . PC350, PC400, PC450....... =15
LoaderWASQO | 3 Ipershitper2iine _ JI 2 oatEake PSS, AR i
BorF7 | 4 qpershit || d rasio 1 =50 rit/shift (limestone)
Bor ROC 2 per shift 2) Alat angkut adalah dump truck 20 ton
e o AN (0 i i TR 11t T e | i [ e T
Rock mnmmmmﬁ b Sl i ..|.{.bl. =Sisiapi e mm\_ﬂlm{_.m_m e e ———J13) Jam operasi 1 shift = m\m__dd
Pompa {4  |24jam musimhuan (l4) Jumlah alat produksi adseiah jumiat
Water Truck 4 per shift pendekatan dan depat berubah sesusi
Ve s b N e R AR T S S A R kebutuhan produksi crusher dan kualitas g '2
)ZﬂO Z:.xm_.-lii.-,l e N!iil? -t mr.@b e e | |B) Alat yang tercantum adalah alat siap oper: si
mm:u\m@mﬁ!o.ﬂ.:l.-.-l.[: B ol ZH oA R .U@Hm:_z Il dan tidak termasuk spare unit |
Tower Lamp 2 shift 2 & 3 1 % et TR

-
——
—_—

Tuban, 17 Januari moom

PT. United ﬂmnﬁoﬂ Semen G mamn :wm_x {Persero)Tbk
tw :m_.m._
r ; PT nmzmz QE SIK

7. United ﬂe« B Zresin
fuzeh vam«mm_MOV ._‘—ur \
_

r. Rizal Soewarno Ir. Mohamad Ramli /

Direktur Utama :m U@m_ Kadin Ferenc &Pengaw. Tambang
7

~
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KESEPAKATAN BERSAME ANTAR: PT SFEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk DAN PT
UNITED TRACTOR SEMEN GRESIK (UTSG) MENGENAI PELAKSANAAY KONTRALK
JASA PENAMBANGAN DAN ANGKUTAN BaTU KAPUR DAN TANAH LIAT UNTUK
PABRIK TUBAN TAHUN 2005 MENGENAT

& 5 PENJELASAN PP‘“.FAL 3 ARYRT § YARG DII“"SJD SEBAGAT BERIKUT
e .5~|L.H-',-¢ ] BMEAT  UNTGK  MENTIMPAN BAN-BEARH  BEKAS, MINVAK

BATTERAY = HE: hu, BESI-BES] BEKAS  DAN
31 ! BAGI LIHGKUNGAN SERTA DIKELOLA DENGAN BAIK. .
V1% MEMILIKI  TEMPAT PENIMEBUNAN Bﬁnan BAKAR SOLAKR DAN
DIPASTIKAN  YELAH  MECMENUMI PERSYARATAN  LINGKUNGAN  DAN
DIKELOLZ DEMNGAMN BATK.
SAMFAR LOGAM DEN NON LOGAM DALAM FEMBUANGANNYA DIPISAHNLN
DAN DIKELOLA DENGAN BAIE.
WORAST FARKIR ALAT BERAT DAN ALAT TRARSFOKT DIKELOLA DENGLN
SAIK DAN DIFASTIKAN TIDAK MENGGANGGU LIHGKUNGAN.
PEMEAT  FENCUCTAN ALAT BERAT DAN ALAT TRANSPORT DILENGHAFI
OENGAN SALURAN DAN EAK PENAMMUNG AlR, SOLAR DAN OLI SEBELUM
SIBUANG KE SALURAN UMUM.
s ZLMESAEN BENAS BAMAN PELEDAY DIFACTIKAN DIMUSHAHEAN DENGAN
BATK.
SALT TELAKSANAAN FENCAMPURAN BAHAN FELEDAK TELAH DIPASTIRAN
AMAN BAGI MANUSIA DAN LINGKUNGAN.
PENYIMPANAN DAN  PENIMBUHAN BAHAN FELEDAK HARUS MEMENUN 1
KETENTUAN KETENTUAN PLnA[U AN YENG BERLAKU.
SELALU  MENGKOMUNIKASIKAN KE SELURUH PEGAWAI UNTUK PEDULI
A KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAHN.
10, MELAKSANANKAN PENANAMAN PCHON PENANGKAL DEBU DI SEPANJRANG
JALAN TAMBANG DAN PADA JENJANG FINAL WALL.
3.3 MEMELIHARAL JALAN TAMBANG DAN POHON YANG DITANAM.

. PENJELASAN PASAL 3 AYAT 6 YANG DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT
7o TERC EC‘rthA MATERIAL AKIBAT TRANSPORTASI DI LOKASI PEBRIK
DAN SEKITARMYA.
EMIST DEBU YANG DIAKIBATEAN GLEH KEGIATAN PENRMBANGAN .
GETARAN DAN KEEBISINGAN AKIBAT FELEDAKAN DAN OPERASI ALAT -
ALAT BERAT DAN ALAT - ALAT TRAMSPOKT.
3. CAMPAK NEGATIF AKIBAT PENAMBANGAMN YRNG TIDAK SESUAI DENGAN
ARENCINA PENAMEANGAN PT SEMEN GRESIK (FERSERO) Thbk.
ABFASILA TERJADI DEMO, KECELAKAAN DAN KEMATIAN DARI
MESYARBKAT SEKITAR WILAYAH PENAMBANGAN, HMAKA
PENYELESRIANNYA MENJADI TANGSUNS JAWAR BERSAMA.

TUBAN, 17 JRNUARI A0S
DISEPAKATI OLEH KEDUAZEELAH PIHAK

PT UMSTED TRAL! IN GRES K BT SEMEN ,:RESIK (PERSERO) Thk.
/Z:.c-/ I~V

i& PT. United Trae* " * Tresin 5

lr. RIZAL SUWARNG PT SEME quqlglohamad Raml j

NTREETUR 1ITAMA (PERSERE RS . KADIN P & P TAMBANG
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PT_UNITED rnr.uq_n sp.n N GRESIK CV. SAMUDRA LANGGENG :
Lepada P SEMEN GRESIK (Persero) NO : . 8K /87 [0Y.0F
Pl Polisi Tk | @ SLE R LS AN i

Harapeditenngy dengan bsuk barang-barang tersebut cibawah ini @
| rl,mr}?{-%l}(rmm.  BANYAKNYA BERAT BARANG
ST S - 0 Kg.
|  Baban Baku 1 (satu) , -
| - arra - .. 13.500 A
| Bl oot Rit E i T 0. Py Kg. (-)

| Wetio 1. 28080 s Kg

"_| fL]U["_r-_ Tubara

[ u_;rm ! s Gl . o &
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PT. SEMEN GRESIK (PERSEROQ) Thk.

BERITA ACARA PENERIMAAN
BATU KAPUR & TANAH LIAY SENDIRI
Nomor : 008 / BA / 3007 / 04.2005

Pada hariini Senin tanggal Delapan Belas bulan April tahun Dua Ribu lea, yang
bertanda tangan dibawah ini : :

1. Ir. Suharjoso Basuld, Kepala Departemen Produks! Y s
2. Ir. Rizal Suwarno, Direldtur Utams PT. United Tractors Semen
Gresik

menyatakan bahwa telah menerima / menyatakan Batu Kapur & Tanah Llat Sendirl
yang dipakal untuk produks| terak dan untuk semen Paorik Tuban tanggal 01 s/d 15

Ap 2005 adalah sebagai berikut :

rabrik
Total
(ion)

s

T
Bahan Baicu o ﬁ
luban | [uban ll [uban fil |

o ; | !
107.671,09Y  136.902,52) v 137.321,83| ¢
: | |

I Butu Kapur Sendirl 4714.075,44 v

2. B. Kapur untuk Seman E | |

01 - 15 Pab 2005 294,25 4.280,35, 2.454,34! 9.030,94
| 16 - 28 Peb 2005 56.00| 6.098 05| 2.838,06 8.992.11

01 ~ 15 Maret 2005 845,291 5.200,76! 5145 94 11.211,99

: | i o ek e

3. iTanah liat Sendin 10.524,22 ¥,864,93) 9,789, 97| 30.372,12

‘ l
|

——e 1}

daty Kapur sasual
'L, Sendiri sesuai

: OP No. 5000160 02 10202
: OP No. 5000161 02 10202

Tgl. 1 Pebruarl 2005
Tagl. 1 Pabruari 2005

Jemikian Berta Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaitana mestinya.

Fuban, 18 April 2005

e : W L :
M. United rreuctori"_nggr_;gGreszk ;ﬁ?f—ﬁemen Gresik ( Persero ) Tbk.
: . {'

P st

< PT. United A ractors Saumon Grasik ’-T:,) ey
- = 4 B = "
e
PT SEMF.N GRESII(.
g PERSERQ) Tblk.
CIr, Rizal Suwacno PR T 13rjosg B;

Direklur Ulama ‘' %a. Deparlemen Produksi I

"l

'
Grusik :L»l‘._-\,\-»

1o
/1 b il
SML" Paat G g Tl ey R R L R RT3 | P 8 B o B RURTRSC IR WV VR R x| e fﬁ\ :/w] L :ﬂ < ‘:—-a]
et DAL A s bl AN T sG] BN (005) 337 280 et ..u_"" «’l
e i MESNE Tiekiy® T A SR b I T B L R P A TR S T = 22 S J




T. SEMEN GRESIK (PERSERO)TDk.
EKST PERENC. & EVALUASI PROSES

PERHITUNGAN PEMAKAIAN BATU KAPUR DAN TANAH LIAT
Periode : 01 - 15 April 2005

-Dalam ( Ton)
H PEMAKAIAN Tuban 1 Tuban 2 Tuban 3 Total
RODUKSI TERAK § 5 107.518,42 100.782,90 102.060,33 310,361,65
ATU KAPUR -;
atu Kapur untuk Terak : 139.773,95|  131.017,77|  132.678,43 403.470,15
alu Kapur untuk Semen 97,14 5.884,75 4.643,40 10.625,29
ptiKepuralndaty - - 0,00 0,00 0,00 0,00
otal Batu Kapur PT‘SG 139.871,09]v 136.902,52| v 137.321,83| Y 414.095,44 /
peeeKapurel.- o . 4 0,00 0,00 0,00 0,00
oﬁ:il_l-"emakman Batu Ir(apu _ | 139.87109] 136.902,52] 137.321.83 414.095 44
ANAH LIAT 5 St e, SO £
anah Liat untuk Tuak ael A . e 10.524,22 9.864,93 9.989,97 30.379,1 2
wnah Liatlain-fain 1 0,00 0,00 0,00 0,00
otal Tanah Liat PTSG 10.524,22 8.864,93 9.989,97 30.379,12;
anah Liat Beli Pt 21.731,31 20.369,94 20.628,13 62.729,38
olal Peimakaian Tanah Liat J2.255,53 30.234,87 30.618,10 93.108,50
QLOMIT untuk R.MILL 0,00 0,00 0,00 0,00
RASS untuk R.MILL 0,00 0,00 0,00 0,00
TOK TERAK 53.609,17 55.929,63 38.136,48 147.675,28
TOK UMPAN 31.457,00 22.431,00 26.368,00 80.256,00

Tuban, 18 April 2005

2ksi Operasi Crusher b Seksi Perenc, & Evaluasl Proses

c;paia ) Kepala
e :
/ /
Méngg stahui,
ag7 Oper;sul
PY SEMEN GR@*/Q(' R
(PERSERO) Tble. 2 b

ir. Mohamad Ramii |
Kepala _.l
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PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DAERAH KARUPATEN TURAN
NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

LEENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TUBAN

va aengan telal ditelapkan Mzraturan Daerah Kabupaten Tuban
winor 20 Tahun 2001 tenlang Jeniz Pajak Daerah dan Refrbusi
Jaerah, maka Usaha Perlambargan Bahan Calian Colongan ©

bl | BF ¥ 2|
HCTITI e

A ey

merupakan Jenis Relribusi Caeral
b bahwa untuk memunqul retribusi sebagaimana dimaksud pada husuf o,
periu diatur dengan Peraturan Daerah

fengingat : 1 Undang-undang Nemor 12 Tahun 1650 tentang Pembenluicen Daaran-

daerah Kabupalen Dalam Lingkungan Propingi Jawa Timur (Berita

Magara Tohun 1950 Nomar 41),

Undang-undang Nomer 11 Tahun 1367 tentang KKetenluan Foliok fpakok

Fertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomar G0, Tambahan

Lambaran Neyara Nomor 2821);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang I-ukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3209); g

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 diubah Momor 34 Tahun 2000

lenlang Pajak Daerah dan Relribusi Daerah {Lembaran MNegara Tahun

2000 Nomer 246, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4048);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 lenlarng Pengelalaan Lingkugan

rHidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor G0, Tambahen Lembaran

Megara Nomor 3699,

D

(&2
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Undeug-undany Momor 27 Tet 1992 lenlany Permerinlaian Deerg;

(Lembiaran Negara Talon 1999 Momer ( 10, Tambahan Lembaran Negara

Plamor 3639 ),

Peraluran Pemennlah Nomor 35 Teiun 1369 tenlang Pelaksansan

Undzng-undang Nomor 19 Tahun 1957 lenlang Kelenlusn-ketentuan

Pokok Pertambangar (Lembaran Mogara lahun 1969 Nomor €0,

,lamtahan Lembaran Negara fNomor 2916);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggslongan

Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Momor 47, Tambahan

Lombzran Megara Momaor 3174)

Fereluian Pemerinlah omor 27 Tahun 1083 lenlang Pelatsanaan
X!

Undbng uodang Nomicr 8 Talan 1281 lentany Hukum Acarg Fidsiia

(e retaan biogara Talun 1933 Nomor 6 Tambalin Lembraran Negag
blGaor 3758

Peifiean Pemoant-h Nomo: 209 Tahua 2000 leniang Kewenangan

Pamanmtah dian Eovenangan Propine) Sebage Dearah Ofonom {Lem-

baren Neaae Tahun 2000 NMemar 54 Tambaann Lemtmran Nagars

Nomar $49H2);

Peraturan Pemerintsh Nomer 65 Tahun 7001 lentang Retribusi Dacroh

(Lembaran Megara Tohun 20! Nemor 119, Tambahan  Lembaran

HNegara Monor 4139);

Mepulusan Presiden ivomor 44 Tahun 1959 teniang Tehnik Penyusunan

Faluan Peundang-undangan dan Renluk Rarcangan Undang-

urtcdittieg, Rewcz i Pergbnao Pomenial dan Roaciagan Keputuyan

Cleniden )

ot Wandan Linegsana | mikaiaoan Hido Nomaor Kep-12/MENI M3
At dentanny Uperyn Pengeiazn Fiigkinga dan Upaya Pemanlagan
Linggic g, =

fepatinan Mesten Neaasa Linglangon Hicup Nomor Kep- 1 4NVENLH/
A0 nieag Pecoman U Moapusunon Analiois Darnpak Lingkung-

s

Kepuiusan Monter Dabyn Megari Nomor 26 Tghun 1594 {entang

Pacoman isata Pertambangan Eahan Galian Golongan C:

Surat Kepulusan Maonler Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
'1.1ii3,'lrff?';‘.'h.’t?.‘,112000 benlang Pedoman Penyclenggaraan Tugas
Damaetdaivan i Do rJ'—'lli.f\"!‘u!"-'-"I‘lfjﬂ.'l Henom:




I7. Peraluran Daeral Kabupalen Tuban Nomor 1 Talun 1996 divied;
Momar 9 Talun 2000 lentary Pajak Pengambilan dan Panguiz iat
Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Talwn
2000 Seri A Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daarah Tingkat Il Tuban Nomor 35 Tahiin
1988 tenlang Penyidik Pegawai Negeri Sipil i Lingkungan Pemsiintah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Tuban (Lembaran Daerah Kabupaiés
Daerah Tingkat Il Tuban Tahun 12668, Sen C Nomor 3);

13, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2001 teritang
"fembentukan Dinas-dinas Kabupaten Tuban;

20 Peraturan Dacrah Kabupalen Tuban Nomor 20 Tahun 2001 {entang
Majak Daerah dan Retibusi Daerah.

Dengan Perselufuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAN KABUPATENR TUDAN
MEMUTUSIKAN
Ianstapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TENTANG [JIN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BAD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Heraturan Daerah i yang dimaksud dengan -

" a. Daerah adalah Kabupalen Tuban;

b Pemenntah Dasrah adalah Pemenntan Kabupaten Tuban:

s, Bupali adalah Bupali Tuban,

d. Dinas Pertambangan adaiah Dinas Pertambangan Kabupalen Tuban;
Badan, adalah sclumpulon orang don/ atou modal yang merupakar kesaluen baik yong
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang melipuli perseroan leibee,
porseroan korandiler, perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara a'!au Daerah dengan

-~ nama dalam benluk apapun, tirma, kongst, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
arganisast massé.,-organi'sasi sosial ;f\iiiik alau 6rganisasi yang sejenis, lemhaga, bentuk

uszha lotap dan bontuk usaha lairnyz,

y



f.

m.
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Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan yang bukan elrategis dan bi.kan
vif;.l alou bahan galian € sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ Undang-
undang Nomor 11 Tahun 1967 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980:
Usaha Pertambengan Bahan Galian Golongan G adalah segala kegiatan usaha pertam-
bangan geolongan C yang melipull eksplorasi, eksplolas:, pengoiahan/pemurnian, peng-
angkulan dan penjualan,

ljin Pertambangaa Daerah adalah ijin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua
atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C, .
Surat liin Pertambangan Daerah selanjulnya disebut $IPD adalah Kuase Pertambangan
yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan seimua atau
sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;

Porfembangan Raloyal, adalah suatu usaha dibidang parfambongan bahan galian golongan
G yang dilukukan oleh ralyat (selclompol masyaralat) seleinpai secara kkecil kecilan alau
secara qolong-royong denqan menagunakan alat sederhana yanq semala-mata untuk
penghidupan sehari-han,

Eksplorag), adalah vseha penyehdikan geologl perlambangen uniuk manalepkan lebih
(elilifaelioama adanya dan sifat lelakan bahan galizn,

Eksploitasi, adalah usaha pertambangan cengan maksud untuk menghasilkan bahan galian
dan memeanlaalkariy.a,

Pongolahan dan atau Pemurmian, adalah pekeraan unlule mempertinggr mii dan nifat
tambahan bahan galian qolongan C dalam memanfaatkan dan memperoleh unsur-nsur
yang terdapal pada galian ilu;

Relklamani adalah ashap  pekerasn yang berdujuan memperbaik, mengernbalikan
kemanfaalan alai meninghalkan daya guna lahan yang  diakibaltkar olch usaha
pertarnbangan;

Wilayah Polambatigens, adalalt witayali yaliy hletapkan perneinlah sebagal wilayali yay
layark can prociukil vk dilaenbeig,

Wilayah Usaha Tambang. adaldh wilayah tambang vang lelah ditetapkan dalam Sural ljin

Parlambangan Daerzh.
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BAB Il
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN
Pasal 2
Jerss bahan galian yang dialur ijin perlambzngannya adalah Sahan Galian Golongzn €

sebagaimana tercanium dalem Lampiran Peraturan Daerzh ini.

BAB I
KETENTUAN PERIJINAN

Fasal 3

(1) Selap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan G o Daerah diwajibkan mamitiki ijin
usaha dar Supati;

(2) Usaha Perambangan bahan gaiian golongen & yang dimaksud pada ayal (1) melipul
kegialan
a. Eksplorasi;
b. Eksplonas,
¢. Pengolabon dan alau pemurmizn

Fagal 4

ljin sebagaimana dimaleid dalam Pasal 3 dapa! diberikan kepada -

a. Hadan Usaha Milik Negara,

b. Badan Usaha Milik Daerah;

r. Koperasi;

. Badan Hukum Swasla yang didirikan sesua dengan peraturan perundang uncangan dan
bergerak dibidaig pertambanaan:

lerorangan yany bernewarganegaraan Indonasia dan bertempat tinggal di Indonesia

detigain wenguianmiaica gk yang ddd o daerd gl terdapaleye Saban Gadian

@

Golongan -
f. Perusahaan yang modalnya bsrasai dari hasil kerjasama anfara B8adan Usaha dan

Priorangan setrguimenx lacanlom pada benala, b g, d dan e,

g. Perlambangan rakyal yang ada di Daer:h,



Pasai 5

(1) liin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1) diberikan dalam bentuk Sural liin
Pertambangan Daerah (SIPD):;

(7) Sural [jin Pertambangan Naerah (SIPD) diberikan unfuk usahs eksplorasi, eksploifaai
pengolahan dan atay pemurnian;

(3) SIPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) memual persyaratan dan kewajiban yang hanus
dipenuhi oleh Pemegang Sural Lin Pertambangan Naerah (SIPD),

(4) Tidak dipenuhinya persyatalan dan kewajiban yang lermuat dalui Surat ljin Pertambangan

Daerah dapal mengakibatkan dicabutnya Surat ljin Pertambangan Daerah.

Pasal 6

Penmohonan SIPD diajukan secara lertulis kepada Bupali dengan dilampuri

a. Pernyalaan pemilik/penguasaan atas lanah areal yang bersanghutan,

b. Peta wiayah pertambangan serta peta kretek Desa skala 1 : 10.000:

¢. fencana kerja penambangan;

d. Pernyalaan fenaga ahli cisertai folocopy KTP, Daftar Riwayal Hichm, falosepy jjasah
lerakhir dari yang bersangkutan;

. Folocopy akte notans pendirian badan usaha yang apabila salah satu maksud dan
lujuannya, menyehutkan bargerak dihidang perfambangan (hagi Badan Liasha);

Pela awal yang memual siluasi (olografi skala | 1.000 unluk s kurany 50 Ha, skala
1:10.000 untuk luas lebih dar 50 Ha:

. Dokumen UKL dan UrL:
Iomaor rdik Wayib Paink (MPWP) nntiuk Radan [ Joaha

Sural pernyataan sangoup meiaksanakan reklamas
Pasal 7

Scliap SIPD eksplorasi dan alau shsploitasi hatya dibeikan uniuk 1 (enils Bahan Galian

—

Golongan C;
) Khusus SIPD cksploras scbagair‘nana dimaksud peda ayal (1) hanya dapot diberikan
kepada Perorangan, Badan U..h> Milik Negara/Daerah, Dadan Hukum dan Koperas!,



Pasal §

(1) Lu,‘\ vilayah yang dapal diberikan untuk 1 (salu) SIPD makeimal 10 (sepuluh) heklar;

(2) Untuk perorangan dan perlambangan ralqrél hanya dapat dberikan 1 (satu) SIFD
sedangkan unluk Badan Hukum dan atau Kaperasi dapal diberikan inaksimal (lima) S0

(3) Tethadap Usalia Perlaimbangan Balian Gl yany sejens dalam 1 (salu) lokasi sampi
dangan luas 50 (lima puluh) heklar yang dilakukan oleh Badan Hukum dan atau iKoperasi
dapal dibenkan datam 1 (salu) SIPD:

1

(4) Seliap usaha perlambangan vang luasiya kit dan 50 (ima puiutt) heklar harus metalui
kaqatan eksplorasi,
{5) Pemegany SIPD dapal mengurang. wilayah perfambangannya dengan mengembalikan

sebagian alal bagian-bagin teden'u dari wilayal: dimaksud dengan perselujuan Bupali
Pagal €
(1) SIPD eksplorasi diberian selama-lamanya 1 (satu) tahun dan Japat diperpanjang sel.ma |
(satdur) Lahan,

(2) SIPD eksplotas dbenkan selamudamanya 5 {na) lahun dan dapat diperpanjay

maksimal 2 kali dan scuap lan paipaniangan dalam jangha wakiu 3 (figa) tahun;

[3) 81PN Pengalakan dan atan pemurnian dibenkan untiik jangka wakli selama nsaha manih

beralan, dengan kelenluan seliap 3(liga) tahun sekali daflar ulang.
Pasal 10
(1) Permahonan parpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan kepaca
Bunali selombal lambatnya 3 (liga) bulan cebelum berakhirnya SIPD,

(2) Tata cara pengajuan permohonan pempanjangan SIPD dan syaral-syarat yang haiug

dipan'thi pemohon diafur l2hin lanjul 2leh Bupat
Pasal 11
SIPD tdak berlaku Karenz

a Masa berlahunya SiFD lelali berakhir den tidak Jdiperpanjang,

. Dikambalikan cleh pomeageng gin sendin;

S

¢ Melanggar kelentuan perafuran permdang-undanqan vang berlaku Uagl usaha

= porlambangan Bahon Gabian Golongan C,

e o = = s




d. Pemegang SIPD tidak memenuhi kewajibun dan kelentuan yang tercantum dalam SIPD:

e. Pemegang SIPD lidak melaksanakan usaha periambangan Bahan Galian Golongan ©
dalam jangka wakty 1 (salu) tahun selelah ditertitkan SIPD atau selama 5 2 (dua) tahun
menghenlikan usaha p&riambangzm Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan-
alasan yang dapat dipertanggungjawablar

f. Ditntalkan sebagian atau seluruhnya oleh Bupati karena alasan -

1. Untuk kepenlingan negara;
2. Untul kepentingan umum dan kelestaria iingkungan:
3. Tidak memaluhifimengindzdikan Pelunyuk yang dibedilan oleh insl.nsi yang be erwunang,

;-._‘{a.TTi'(.::itI{; {3';,15) LITRIETH ;rJI g J {‘1””(] l rl'] (‘r |‘||\r” ] f‘f"(?f.-h'l{jrlr‘l

Pasal 12

() Pemegang min dapat menyerahkan hembal SHED tersebu! gengon pemyatoan lervs
kepeda Bupat dengan disertal alasan yarg cuiup lenl: ang sebab pongombaiian SIFD:
{2) Pengembalian BIFD divyaiakan sal seielan fetnegany D40 menyelzsaikan hawajitan-

Kevaanbannva
Pasal 13

Kepada pemeygang SIPD yany dalam melakuban vsaba per lambungan mandapatkan
Uaritats gaiteny Lt yenng letchapal Dersanmien o endapan didilam lokis: SIPD, dibserikan

montas pedama volokomamperoleb wn persambanagan alas bahen aaban letsebol
[.I.HH s I'? A I ! [ 0 (
Pasal 14

(1) Pemegang SIPL Belanggungiawal lorhadap segala kerusakan yang diakibatkan dan
usahe perlaindangunya baik dalam lnighup wilayalt kuasa perlambangannya maupun di
luar, baik dilakukan cacyra seagaia alan fidal,

(2) Kerugian yang dianibalian Z {dua) aiau ketih pemagany S190), dibobankar kepada moreka
cecara musyawarah;

(1) Pemegang SIP0 telap barlanggungiawab tarhadap coqala tunggakan pembayacan pajak

besenta denda yaig ada walausun jangha wahlu “‘1 "0 telah beranhir.

-l




BAB IV
KETENTUAN RETRIBUSH

Pasal 15

(1) Satiap pembearian iiin dan perpaniangan ijin pariambangan Daerah (SIPD), dikanakan
relrbusi;
(2) Besainya relibusi sebagaimans dimahsud pade ayat (1) usluk semud jenis galian golongan
C ditetapkan sebagai berikul :
a. Alas pemberian ijin eksplorasi sebesar Rp £500.020,- (lima relus ribu rupiah) seliap
heklar;
b. Alas pemberian ijin eksploilasi :
1. Luas wilayoa campai aengan 2 (aua) heklar, sebesar Rp 25C.000, (cua ratug lima
putuh ribu rupiah) seliap heldar;

diatas 2 ha. Sarnpat denjan 5 ha sebesar Rp. 500.000,-/par hekdar;

!\_‘1

J. diatas 5 ha. Sampai denzan 10 ha sebesar Rp. 1.000.000 -/per heldar;
4. ciatas 10 ha. Sampai dengan 20 ha sebesar Rp. 1.500.000 -per hektar;
5. dialaa 20 ha Sampai dengan 30 ha sehasar Rp 2 000.000, fper heldtr;
6. diatas 30 ha. Sampai dengan 40 ha sebesar Rp. 2.500 000, -fper hekter:
7/ dialas 40 ha. Sampai dengan 50 ha scbesar Rp 3 000 0K, -fper nekdar,
8. diatas 50 ha. sebesar Rp. 3.500.00J /per hektar,
¢ Mas pemberian ijin pengolahan dan alau pomuinian  dikenakan relribusi  seboesar
Rp 1.000.000 - (satu juta rupiah) dan untuk daftar ulang sebssar Ro. 00 000,- (lima
ratus nby rupnan)
Pasal 16
Hasil pungultan relibust sebagamana dimahsud dalam Fasal 15 disalor ke Kas Dasrel

dalam waktu | X 24 jam oleh Bendaharawan Khusus Penerima

BAB V
INSTANSI PENGELOLA
' Pasal 17

Manuinjik Ninas Purlamhanqrm nalik mengalnla dan  mamprases iiin 1eaha

parlambangan serla melakeanakan p2ndataan, cenetacan dan pemungutan reiribusidjin usaha -

pertamtangan Bakan Gaban Golongen © _ . Fgs
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BAB VI
REKLAMAS] DAERAH BEKAS TAMBANG
Pasal 18

(1) Untuk mencegah teradinya kerusakan hngkungan akibat usaha perlambangan, setiap
pungusaha perlambangan wapib meliakukan slud ingkungan;

(Z) Studi ingkungan dunaksud gada ayal (1) wayb dilakukan oleh pengelola pertambangan
yang akan afaupun yanq sudah melakukan kegiatan usaha partambangan.

fPasal 19

(1) Selain kewajiban melokokan studi lingkungan acbagaimana dimaksud dalam Pasal 18

e

celiap pemegang SIPD yang raelakukan kegiaten pertambangan diveajibkan melakukan
pemcliharaan “ingkungon di arcal yang ditambang sepk fahap pra penarabangan
(persiapan), penambangan alau (produksi) sampai lahap paska penambangannya serta
membual pala awal (tepegrafl) dan batas-balas iempal usahanya sebagai bahan penataan
wilayah pertambangan,

2} Sebeium memulal kegialannya, pemegang SIFD diwajibkan membual rencana reklamasi

sehagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tala ruang

—
U

vang barlaku serta menaruh uang jaminan [{ekiamasi pada Bank yang ditunjuk oleh Bupzt,

() Desarnya Lang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tala cara

——

penggunaaniya dalur lebih lanjul oleh Bupal,
4} Rincian rencana reklamasi seboglimana dimaksud pada ayal (2) dituangkan dalam

lencana Nengalolaan Linghungan {RKL) dan Rencana Memantauan Lingkungan (RML)

—

yang anlara fain meipui

a  Pengguraan langh sebelum adanya perumbangan,

b. Fenggunaan tanah yana diusulkan sesudah reklamasi.

¢. Cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan {anah pucuk dan lapisan tanah penutup
lainnya,

d. Langkahdangkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan

sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 20

Tata cara dan leknik reklomasi lahan bekas lambang secara umum ditetapkan schogoi

benkul




e

a. Tahap pra penambangan melipuli hegiaian -
1. 'Pengamanan terhacap penchangan alay pembebalan tanaman yang diangaan perlu;
7 Pangamanan clan peameliharazn lapisan tanah penutup dan lapisan {anah pucule dar
bahaya ercei dan kelongssran:
D. Tahap penambangan meliputi kegialan :
1. Pengaturan blole-blok: penambangar unluk menpermudah pelaksanaan rellamasi;
2. Pengisian dan penimbunan kembali Pada lokasi yanq telah ditambang pada setiap
parioda penambangan:

Perataan caerah bekas tambang yang felah ditimbun dan diis engan cra peralaan,

©

pembualan feras dan pola pengaturan aliran aii;
4. Penyebaran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan;
h. Pembibilan dan penanaman kembal dongan jensin tansmen keraa alau lanaman
procuktif lzinnya
6. Pemanfaalun daerah bokas tambang unlut ellernatf fin yang dacauaikan dangan

rancana (aly miang yang harlak
Pasal M

(1) Sebelum pelaksanaan reklamasi pemagang SIFD waiib menyampaikan kepada Bupali
lenlang rencana, lata cara dan teknik reklamasi vang akan diterapkan urituk mendapatkan
persafujuan;

(2) Pamcgang SIP borlanggungjawab penuh lerhacap pelaksanaan reklamani dan menang-

Jung seaala biaya yara diperluian.,
i‘asal 22

(1) Pelaksanaan reklamas: haruz seqera diakukan sesuni rencana yang 12lah disetujui oleh

Bupali,

(2) Penqusaia pertamdascanipeneganyg SiPl yang melakukan relklamasi wajib manyampai-
kan laporan kegiatan reklamasi seliag 3 (liga) bulan kepada Bupali

(3) Pelaksanaan rekkimasi dianggap teloh celesar dan memenuhi pcrsyarblan jika hagil
reklamasi aesuai uctgan rencana yang telah disclujui oleh Supat :

(4) Penqusaha peramoaraaniemeqgary Sifl) telap bertanaqung jawab terhadap latian yang
telah direldzmasi selama hasil rexiamasi hoium mandanat perselujian Bupati:
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(0) Apabila berdasarkan peiedlian, pengusalia perambangan belum alay lidek  detpxal
menyelesakan reklamasi sesuai dengan renzans, Bupali dapal melakuken findaken ata,
lunlutan sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku,

BAB Vi
PEMBINAAN AN PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pedambangan Bahan Galian Coiongan
C dilaxukan oleh Dinas Porlambangan bersame. sama centian Tim Pokja Pertambangan:

(4) Tala cara pengawasan don pengendalian, sebagnimana dimskad pada ayal (1)
herpedoman pada peratiran perLndang-undanann yang borlaku:

(3] Untur Keponlingan oombinnan  ponaawassn =an penacndaiian. pemagang SIP0D alau
ponqusaha dibidang  porinmbanaan Rahan alian Golongan G waib miemborikan
lesempatan kepada pelugas untilk mengaduanii pembinaan, gemankezan dan penatitian
Dank yang bersifal adunmsiiag maupun teknis.

BAB VIl
K TENTUAN PIDANA

Fasal 24

(1) Pelanggaran lethadap kelenbuin Pasal 3 ayal (1) Pasat 14, Pasal 15 Pasal 18,Pasal
19 aval (1) o () die Pl 30 diancinn pudini ingan 3 (iiga) tulan alin dends
paling banyais Hp O UG UL L ima puta rupeon):

() hindak Picdana cebagaimana dimakaud pada aval {1) adaloh pelanggaran

AKX
KETENTUAN PCRYIDIKAM
Pasal 25
(1) Pejabal Pegawan tlagen bpn ierienlu ¢ Inghungan Pemenntzh Dacrah diben wewenang
khusue sebagar Penyidik untieb malakukan eonyedkan tndat pdana & bidang relrbus
Duorah sebagrmana dimzksud dalam Undang undang Momor 8 Takun 1981 lentang
Hukum Acara Pidane. | *
2) Wewenang Penyidik sebaqgaimana dimakasud pada aval (1) adalah -

2. menzrima, merwan, mengunputtan dan meacii kelerangan alau laporan, berkenaan
dengan dndak picana dtkdaiig ."jnbua't() \,roh ..gar !’Qlcmngan alou laporan tersebut

~

menjact lengkop dan j ;c.a::; - S e




P TS

meielili, mencari dan mengumpulkan kelerangan mengenai orang pribadi atai bagan
lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan findak pidana

o

retribusi Daerah;

¢ meminta kelerangan dan bahan bukli dari orang pribadi alau badan  sehubungan
tengan lindak pidana di bidang retribusi Dagrah

d memenhsa buku-buk, calalan- calatan dan doliumen-dokumen lairn berke Naan Bengan
lindak pidana di bidang ratribuisi Hapmn

e, Midrunan penggeledahan untuk mandapatian bahan bt pembukuan, pencatatan,
i Uokuten-dobumen . seris ek preoyileen e lisdap Dabian bukli lersetd,

[ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tuges penyidikan tindak
pidana di bidang relibusi Daeral:,

G. menyuruh berhenti dan alau meiarang seseorang meninggalkan ruangan alau lempat

pada saal pemenksaan sedang berlangsuna dan memenksa identitas orang dan alau

dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huru! e

h. memelrel seseorang yang berkailar dengan tindak pidana relibus; Daerah;

L memanggi arang unluk dicngar kelerangannya dan dipenksa sebagai lersangka alau
Sakst,

j  manghanitkan panyidikan,

malakukan tindakan lain yang perlu unluk kelancaian penyidikai tindak pidana di

biciaing retibusi Daciah menunit huliam yang dapat dipertangqungjawabkan:

FenvicIK sebagaimana maacud para avar ( 1) membentahukan dim Jiatva oenvidikan gan

?._

manvameaihan hasi penvicikannya kepaca Menuntul Umum. sesuai dengan ksientuan
vang diatur galam Undandg-undana Momor & Tanun 1231 tentana Hukum Acara Pidana

Pasal 720

SR yang dkelikan sobolum bedukunyn Paatucn Daeiah Siiiyatabian lolu
hetdabu smapa habie movs Lensbonye, vedangbon hab Leveaiiban Jan batpaguny ;3\'.':’.1.:.2-;;1

N e o - - v . -
diesuakan Janoan Poraluian Dagiah g

Caval 27

Mal-hal vang belum cukup aiatur gatam i"eraturan Daerah ini'sepanjand mengenal

pelaksanaannya akan aasur fetih 12 njut oien Cupat - =




LAMPIRAN FERATURAN DAERAH KABUPATEN TI;BAN
TANGGAL © 13 HOPEMBEF 2001

.

NOMOR 23 TAIMIN 200

- r——

JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C -

[, Hitral:

¢ Phospat;
R Bnram Badu
4. Hsbes,

5. Talk;
[ l\rﬂk.‘ll
1. Magnesila

& Gl

9. Yawosi

1. Tawos (Akam);

1. Leust;

2. Ok

13, Bt Pannota;
14, Reu ' Pernonls
15, Pavi Kveysa,
11 K i

7. Fubbipne,

. Gips;

13 Dadonita;

20 Batu Aouna,

21. 1raam;

22, Opaidizn,

23. Polt;

4. lanah Uiatoniea,
25, Tonch Setpn

20 Moo,

27 Batn [ihy,

28, Drdu Keper;

29 Dolomit:

30, Kimst/Balu rdanyy
2. Grand, Andnek, Mpach
32, Tanah Liat :
2. Tarah Rl (adsan ad,
b,  Tanah Lict (Bad-cay),
£, Tanah L Catin Uasguian (U atu oala, Gerdsng, dsb);
d.  Tanah Urnug;
35, Pasir kenkil
a. Unlub bahan bangunan;
b, EacleUnugiSlre;
34, Zealit:
35, Pk
38. Phiroplilt;
31, Onyx;

30, Kimu Kook,
SUPATI TUIEAN

orrlh -

Dra. H). HAGNY RELAVATT RINI WIDYASTUTI, M.S1




BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Peraluran Dacrah  ini mulei berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar seliap orang dapal mengelahuinya, memerintaihan pengundangan Fralurar

Dacrah i dengan pencmpatannya da'am Lembaran Dacral Kzbupalan Tuban,

Mizablen b Tuban

pada tanggal 13 Nopoinbe X1
BUPATI TUBAN

L/ ¥ =
Dra. B HADRY NELAWATI RI WIDYASTUT), M6

Diundangkan di Tuban.
pada tanggal 13 Mopember 2001

SEKRETARIS DAERAM

&‘PM'K{ ﬂ{m—-(f

Drs SOEIARMAN
Pemibing Usama 'hida

i, 010 095 560

LEMEARAN DAERAI KABUPATEN TUBAN | AHUN 2001 SERI 8 NOMOR 10

HiCPorlNPardaliNC
PENCISAMA PERTABAANIS AH




PENJELLASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH IKARUPATEN TUBAN
NOMOR 23 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN USAHA PEKTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
A PENJELASAN UMUM

Ottt Gutlieaty Guiun{.;:-:u G ineruprakan sl vaio balian fanbang sebagai kecayddn

i yans perly dilestankan keberadaannya perlu aiatyr peniggunaannya secara oplimal

gan prinsip pengelolaan berdaya guna, bethasit guoa dan berwawasan hngkunoan
catwa dengan diclapiannye Kepulusan Suash ubean Nomor 262 Tabun 2000
tentang rewenangan Kabupaten Tuban dan aundakianul dengan Peraturan Uaeralh
fentang Pembentukan Diras-dinas Kabupaten Tuban, diantaranya Dinas Perlambangan,
mata kewenangan pengelclaan, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan

i Mna~ O

.[“3."!(1."1 T lnn: 1.3.,!\;5"‘;,3- mC.".iOdl kC‘.‘ nan [qu (SRS M C!iombanan

Unfule membenkar landasan hulum tethadap pengelolagn, pengendalian dan

papaawasan uzaha pertambangan perly diatur dalam =ualy Peraturan Daerah

, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Kelentuan i sehagal penegasan Jai beboraoa istilah yany dipergunakan delam

B
Feratiran Jaera ) 1ﬂ| { Lu']rn: mu!u”'i Ak rlf‘uyrlmc”\a :]'3! dan

Pasal 2

oilerimy (\lﬂr-

\J l Iu'.l ‘ v

— -

Pasal &

(1) Usaha porlambangan baban galian gdlengan © depal dlakukan tetalah yang

i oy w A
:\d TCC.}‘.\JHJL“] mk..ﬂyt,.C!f.h ‘i'-‘l Nt ' rl:m]!lP !,\ Jll'l\!l!l)lllil l\,-uubwy

bt P e L piease o b e TR LN e e T
melgiany XSIR 1R TY R N e TR (R Y R TS U U taddl GENnaioaity,

Ty Sy B e M nC'Cnﬂl“an’IN :;da};\ e




SO M I EATEM BN A

venaton 0T

() Cukup jelas.

fanaka wakdu SIPD pabin ) fauna

QT

Jancan umer l_;\;nbanq vang dirapcapakan

e G N bl e Lo e P e ol i ler el s el \
{ T T A SR TR b et Rt i e e IR b e S F T 0 s T o o
' ' 1 | i '
- i ST ’ TRV - et e it
et Aei A Mo ERRELICE U/ P il IR IR B s o I B T e |
- Diztayn rosmenab an e tammbaoea s M mpariial Loan csefangan hahan aalian
(lf\l-\V'.Fl-'ll] (Y vinne Jlaeed ol Foam s bmeviveim avimsomesariern b -.nrd.-f]r. banelos | peelaperan
;L".Il.‘l'\‘\ll ' f ety iy R AN N RN N ] { e FANLAR ‘Ifi-ll':'\-l llll'n_'lli'\.’l!l. oy 0!1'.|~ LS t\_,‘,l{l

L. b
Ldl

dilaksanakan

~ey cyrlym e TG I N O o T It NP [Pty [t
et Ljpanai| Lo R A4 L e R O 1 s 1 A Y BTN T

Fasit

'
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"
v

(1) Apabila dalam waklu 3 (hioa) bulan setelan angka wakly SIFD habis dan LCIMERANg

f‘if

n

I\..r\r'vi. Moar ugdaanahl WU}
L (LA TR

el Aaaial e

™
f 'l]v'l'\ ‘-3“I':
S A AR L

SO AN 4w grs
ALLNANIIEN

LRI S B

PO balum menamban nermancinaan zen skinaga catalzhy tan
R L kUL s R A S Ll 0 i TS o R it R L

A L R e e SO
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Chrikiiey e

L Aienalom) o mmend dirinlalisin aaren AabAnAA

va wakly SIPD

1
Vi
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Lampiran 8

- PEMERINTAH PHOPINS] DAERAH TINGEAT J JAWA “TIMUR
DINAS PERTAMUANCAN LALRAY

e . - e vy Pl ; -
Pudnr oo 128 Telp: (€817 L18387, G07540, 627441, 6274302

LAY LS -{E—*S ‘E"‘ !
- X BE W U s &R SIPD 10 G

. VEPALA LIKAS PERTAMBANGAN DAERAHN
NOMOR : 545.47 | B 4 /116/1994
T E N T &N O :
SURAT 1JIN PERTAMBARGAN DAERAH (SIPD) EKSPLO)ITAS]
BALAN GALIAKN GOLONGAN C BATU ¥KAPUR
mier ) : f. Urip Timuryond
mE Awikun 9 KY. 18, "W, 08
Gresik
: s R O Ll ireltur T, SEMEN GRESIK
. ) erasy er ann: }. Veteran, Gresik
uleZ YIRREL &. Suret permohonen S1PD, tanou:
4 Desenber 1951
Ro : 5611/HK,05/5000/12.91
1
Pendapet dan Pertimpangan Supzti
Kepala ODzerah Tingkat 11 Tubszn,
Tenggal : 19 Hei 19%3
Nomor ¢ 545/3053/411.15/1993
| .
| c. Surat Bupati Kepala Dzerah Tingke:
i 11 Tuban, :
: Tanggal : 30 Nopember 1993
i Nomor : 545/6701/411.15/19%3
: Perihal : SIPD atas nama PT. Sene:
' Gresik.
1
i ¢. Surat Kepala Kantor Pertanahan
! f.abupaten Tuban.
| ! Tenggal : 21 Maret 1994
! : i Komor : 500.351.8 = 751
Perihal : Hak atas tanah yang gapc:
diberikan kepada ©i S
; men Gresik di Tuban.
e. Surat Direktur Jendral Pertambangs:

Umum,

Tanggal : 10 Nopember 1992

Nomor : 2196/2014/0JP/1992

Perihal : Persetujuan Pemberian
SIPD Eksploitasi banan
ghlian Tanah liat dan
Batu Kapur.

L—&H&L&ﬁu ]

b



i

et Uirektur Jendoal Fer Latbishgit
s

Tenggel 25 Januari 199

ROMmr 2 135/20/02F f1 59

S P T Fersetuiuan Janglha wat

veng dimehon olel o5 &

men & ecii .

."-' (4 1 ill
iV Indonesia tentang el
en nesdl studi  ANDAL Penvemtannd;

1. Semen Gresik oi Tunean,
oge! : 12 Mei 1590

“eronendesi [ Perserijuan Gebernu
hepzia Daerah Tingkat | Jawz T e
téntang Pelaksasansan RPL den  pr.
batien gezlien golongan © Bary bobgi
dan Tanah Yiat

Tanggsel : 13 Agustus 1993

Momor &60/938/201 . 1/53

Suret Wekil Gubernur hepala Dzerahb
=

Tingkat 1 Jawa Timur tentang Ferng-
henen ijin menggunakan tanah Kac De
S& untuk pembangunan Pabrik Semen
Gresik,

lanagal : 19 Pebruari 1994

Nomor : 143/2601/013/1994

)
A

"

Jndeng - undang Nomor 11 Tehun 19:7.

Undzng - undang Nomor 5 Tahun %y
Undang - undang Nomor ¢ Tahun 1982,
PeraTturan  Pemerinzeh Npmor  ZZ
Tahun 1969,

Peraturan Pemerintah Nomor S
Tahun 1980,

Peraturan  Pemerintah MNomor I3

Tehun 1986.

Feraturan- Pemerintah  Nomor 51
Tahun 1993.

Perzturzn Menteri Pertambangan
dan Energi tanggal 3 Juni 1981
Nomor 03/P/M/Pertamben/1981.
Feputusan Menteri Dalanm Negeri R1
Nomor 32 Tahun 199).

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur Nomor 22
Nomor 23 Tahun 1987.

Peraturan Daerah Propinci Daerah
Tingkat 1 Jawa Time:—~  Nomor @
Tahun 1989,

Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat 1  Jawa Timur Nomor €
Tehun 1990,

n. Keputu




"

bepueiusen  Gubernur  hepala Laete)
vinghet 1 Jawe  limur  Homor 2
TEhu 1991 .

besutusans Gubernur  bhesals  baero

mghes. 1 dewa 1 AiaE Homst  r
Tahr VA%,

el Dess Pangptigad

sip

whe LUbEeTETON, Kecamatan Letel .

bupetern Laerah Tingl

3V Tubgy,.

m
" -
"
L
m
§+ %
m
[+
L]
o
)
)

Junleh luzs keseluruhan ( Tanah Yesan

+

Tenah Perhutani ) = 797,4379 Ha

(8]

Q.

e,

M

w

mbayar FRetribusi tetap senecar
- 5.000,00 ( Lima ribu rupiah )
2p hektar per tazhun terhiintung
&k tanggal Surat 1jin fertap-
2ngen  Daerah (SIPD) ini dikelus:-
&n yang harus dibayar dimuka uniur
8L S&tu tahun masé lahu Soras
in Pertambangan Daerzh ;

Membeyar Retribusi hasil produt-
¢l dari mulut tambang seveser
Rp. 350,00 ( Yiga ratus lima puluh
rupiah). tiap ton bahan galian tan-
Lang golongan C yang diambi) £

Eksploitasi bahan gzlian golongan ¢
hanya dapat dilakukan pada lckaci

dan luas areal SIPD seperti dimzk-
sud butir 5 :

Selambat - lambatnya 3 (tiga) mulzn
terhitung mulai tanggal dikeiuar-
kanya 'SIPD ini, melaksanakan pema-
tokan batas-batas wilayan / areal
S1PD ;

Eksploitasi-bahan galian golongan
c baru dapat dilaksanakan setelal,
celesal pemasangan patok batas SIPD
yang bersangkutan, sebagaimana pe-
doman yang *.'ah ditetapkan ;




Untuk heperluan perhitungsn produbs

i [ pete kemajuan tambane §  herus

didasar kan pada pera topogreli de-
an shels 1 : .1.000

nenyampaiRan laporer  nrodubsil k-

nge

n julur den benar secars berhale
ap Lulan selambat

lambalinve

tengual 10 pada bulan  berihkuthve,

terta leporan Kegiztan pertambangan

setiep trivbulan celanb
anggel 10 awal bulan paca trivolarn

verikutnys kepade Uinas Pariambane-
f

Dgerah Propinsi Zaeran linghat

<&wd Timur rangkep I { duz ) denpe
wEmbusel: hepada EBupati hepalda Lee
5 Tinagkat i1 T Z

e Lambangan o

4 fendapate

%a Tuban, sesus

San bentuk lapo

aroduksi bahan
vang ditambang, w23 bukti
Tzan dan pengiriman
nolongan C pada

inepeksi oleh pet
t:angan Daerah

semelihara ke

retan keria s

- Undang Undang Nomor 1 Tzhun 19273,
tentang Keselamatan Kerjz.

- Peraturan PFemerintan HNomor 15
Tahun 1973 ., tentang Pengatura:n
kerja. .

- Pengawasan Keselamatan Keriz c¢i
bidang Pertambangan.

- SK. Henpertamben Nomor 1256 KR/CZL/

H.PE/1991, tentang FPetunjuk Pe-

laksanaan Pengawasan Usaha Per-

tambangan Bahan Galian C oleh pe-
laksanaan Inspeksi Tambang Daerah

( PITDA ).

Petugas lapangan diwzjibkan mz-

makai masker, penutup telings,

helm pengaman dan tali pengaman :

- Penggunaan alat-alat berat dan
peralatan yang rawan kecelakaan
harus dengan ijin dari Dinas Per-
tambangan Daerah.

- Penggunaan bahan peledak harus
seijin dari POLR!, sedangkan Fe-
komendasi pembelian, penimbunan,
pengangkutan dan pemakzian bahan
peledak dari Dinas Pertambangarn
Daerah L

Hemelihara kelestarian sumber daya
alam, lingkungan hidup, serta meng-

_hindarkan dari perbuatan pencemaran

- -




|
|
i

|

Poeglungan, ter te wedahuban Fed 3
metl  terhadap  lahan pertambanaer
Jenqgen memper Uimtanakan  fakior -
faktor

hgan pemasangan pisomever cilzan:

Untuk melindunci tanah pucuk {tor
nasil galian, maka tanah 4.
reebiut hervs ditempather r:
hasi yang eman agar tTerlii-
] GENQEN Care merng-
bila penimbunznr.g
atu) tahun.
fAreal SI1PD veng belum ditempberng,
dapat  dimanfaetkan  untuk © lata-
pertenian beel macvarahas SELE

pel Lerdasarkan persetujuan [per-
jeniian dengan PT. Semen Gresil.
Untuk pengendalian terhadap hwa-
litas udara perlu dibuat Bufie:
Zone { Daerah Penyangaz ) dengar
jelan ditanami pohon sepanjant
belas tepi SIPD sesuai Qenuz
kehomendasi Bupati Kepale [Dae-z:
Tingkat II Tuban.

Reklamzsi terpadap areal yahs
telah citambang dengan cara pe-
nataan bentuk lahan, memanfeatsz-
kembali tanah pucuk ( top soil
dan revegetacsi, sesuai dengan pe-
doman Teknis Reklamasi terlampir.
Untuk areal yang masuk kKawaczar
Kehutanan, dilakukan reveagetac!
sesuai Kesepakatan dengan FPerys
Perhutani.

Pemantauan terhadap kemungkinz-
terganggunya nicrologi Karst

Kan dalam laporan Kegiatan per-
tambangan Tribulanan. L

Agar memperhatihan Rencana uUpus
Tata Ruang kabupaten Daerah ling-
ket 1! Tuban, khususnya di becz-
metan HMerakurak dan Kecamatan g
rek dalam upaya menata wilayan
pertambangan atas bahan galien
golongan C oleh PT. Semen Gresih
¢i Tuban, seperti mengatur kelar-
caran sistem pengangkutan bahar
galian tambang golongan C, peng-
angkutan hasil prcduksinya ke pe-
labuhan serta nengakomodasikan pe
ngaruh ganda (multiplier effect)
berdirinya PT. Semen - Gresik di
Tuban, terhadap kegiatan socizl
antara lain pedagang kaki lima,
tempat ibadah dan lain - lain -

k. mematuhi tata cara penambangear
sesuai dengan :

Hijn Politie Reglement pasal 23
ayat 4.

Pedoman umum teknik penambangan
Ho. 02/PT/Ka PITDA/1991 .

Hengenai :

Sisten penahbangan
Sitem penambangan yang dilakukar

w

lah




edeieh dengan Cari  DELEMDENLE!

Lerbuhe dengan uburen [ desa o
sehaaal berikuet

Tinggl masing-masing jenjanc
moksimsl & metpr, oengen heni-

ringan bigang “Leqek meieing:
T oRemirinGah LELeEd JENjEnGg mehs -
R O

7 hemirincan jental

Tian evbdr, maheimz)

Selavat.

- tes Bezweh Penggeil
Eztas tbtawall pers 2
caris reringgian 30 me (< N 0
pe - gir laur (m dpl).

- Ep dari heti
En

nezrah beawah

galian akhir pade ketinggian

meter cari permukzen lzut ;

&tudi kestabilan lereng { sicpe

stebility) harus dibuat pads szat

penggalian jenjang kedua dimciei
an harus selesal sebelum perer-

aan penggalizn jenjang kedua ter
sebut berakhir. Apzbila hasi! stu
i selesal dibuat dan dapat aiper
tanggungjawabkan secara teknik,
maka ketentuan desain jenjang
tersebut ( Sistem penzmbangan )
diatas dapat direvisi sesuai na-
-5l studi

3

i. Yegiatan penambangan yang enggung-
Ken elat angkut hasil tambang hs:us
membuat jalan tambang sendiri

»

! pemegang SIPD yang mengouncran
lzlan Desa , Jzlan Kabupaten, Qe
Jalan Propinsi harus sesuai dengan
kKemampuan Klas jalannya dan cengan
persetujuan pimpinan pemerintzhan
setempat

r. Selama berlakunya SIPD ini ( 25 Ta-
hun ), apabila terdapat perubahan
tarip retribusi, otomatis berlaku
tagl pemegang SIPD sesual peraiuran
yang berlaku ;

c. Femegang” ijin harus melaksenaker
RenCana Kerja PFenambangan cezates
ronsisten

e —— e -

25 (Dua puluh lima) Tahun

Apabila wusaha pertambangan tercebut
masih akan dilanjutkan, harus dizjukan
permohonan perpanjangan selambat-lam-
batnya 3 (tiga) bulan sebelum ber-
akhirnya waktu "berlakunya SIPD.

RBBbYLR Lt S

R g.es 3oe




P ] e a— -

Hpadod Le o pemegang TR Camiad Saat Je e
cehunys hable dan  Lided  ¢iperpenieng
eyl tepErtl hetentuan tersebul o

| ke, mehe  dianggep  yang  bersanul ulen

botigel. memperpanjane SIFL Ehsplo

T ey

Lenar gellen golengan C, tetapl aputd-
12 veng bersangbuter tevap  meliiulod
Zher at: bahan gGeiile golcnte
22 e iraciken melsnggir YU ho. 3
ienun 3%67 pasal Il dan vang St
hdten berdeweiibkan menyvelessilhar G-
fus yang wenjadi Tengoune jews I e
Suel Pereturean  Deereh  Homor Ty
19090 pesel 32 den X7
3 EMLETa, g SET EREE 5 i T AR B &. Pemeganc ijip iidak Mméleniuit ar
usahanye
L. Tigak memenuhi salan catu dau &
tegselurufian Ketentuan yang te.z! &
tetapkan dalam butir ¢ {enam) Sii0
c. Tidak mematuhi/mengindahkan
iuvk veng diberiken oler 1
yEng berwenang
. Lrituk kepentingan umum Gan heleste:
rizn lingRungen, tesuai dengen ner-
unceng-undangen vang berlakuy :
= Ketentuan ~ydans 3
r

o
(51
1

erhadap ketentuan
i r galam Pasal
n 20 Peraturen Dzse
erah Tingkat 1 Jaws

& T 1
R

0 =4
e
g

Propinel Da
mur Nomor 8  Tahun 1990 : dién
pidane kurungzn selama -'1
{ tige j bulan atau denda sebanveh-
banyeknya Bp. 50.000,- { Li

AY
ribu ruciah )

{ k. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1567
| pasal J1. Oihukum dengan hukuman
! penjara selama - lamanya & ( enam )
i tahun dan atau denda setingei -
; tingginya Rp. 500.000,- (Lima ratus
i ribu rupiah), barang_siapa yang ti-
dak memiliki SIPD namun melakukan
i eksploitasi bahan galian golonazn

- ; c

: ¢. Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 1987
! pasal 22 ayat ).

Berang siapa dengzn sengaja melaby-

] Ken perbuatan vana menyebabkan ¢ u-

, saknya lingkungan, tercemarnya ling

i Kungan hidup yang diatur dalam Un-
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